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ABSTRAK

Nama . Tety Setiawaty
Program Studi: Magister Kenotariatan
Judul . Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusis Kdaim Asuransi

Sehubungan Dengan Fasilitas Kredit Kepada Delsiebagai
Perusahaan Jasa Penunjang Minyak Dan Gas Bumi

Perkembangan dunia investasi di Indonesia, khusushybidang jasa
penunjang minyak dan gas bumi semakin meningkaukJimenjalankan usaha di
bidang minyak dan gas bumi ini diperlukan modal gydilak sedikit. Dalam
prakteknya untuk mendapatkan modal tersebut pesasahmembutuhkan
pembiayaan. Pembiayaan tersebut antara lain dgiero€lalui kredit. Kebutuhan
akan kredit dan pemberian fasilitas kredit memenfujaminan, karena pemberian
kredit dapat menimbulkan permasalahan bagi kredifika pengembalian
pinjaman dari debitor tidak sesuai dengan perjankaedit. Dalam praktek
pemberian kredit tersebut, hak jaminan kebendaag g#enjadi dasar pengikatan
jaminan antara kreditor dengan debitor adalah demgengikat klaim asuransi
sebagai jaminan dengan menerapkan Undang-UndangomMNdéh Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) serta Surat Edaramektorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Nomor: C.HT.01.10-22 Tah@®05 Tentang
Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia. Adaganelitian ini dilakukan
dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan diambahkan dengan
wawancara yang dilakukan oleh pihak terkait dengasalah pendaftaran fidusia.
Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkaviza klaim asuransi sebagai
objek jaminan fidusia memiliki kelemahan disebabkéeh karakternya sebagai
benda dan ketidakjelasan UUJF. Keadaan ini menpautulis tidak cukup
melindungi kepentingan kreditor. Untuk itu diperdwk upaya membangun
konstruksi hukum pengembangan klaim asuransi sebagaa guna melindungi
kreditor jika kredit macet. Dalam praktek peranaanis dalam memahami dan
memberikan perlindungan yang seimbang kepada kbedladn pihak dapat pula
memberikan perlindungan kepada kreditor sebagaepgang jaminan fidusia atas
klaim asuransi.

Kata kunci:
Jaminan Fidusia, Klaim Asuransi, Fasilitas Kredit.
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ABSTRACT

Name . Tety Setiawaty
Study Program: Master of Notary
Title : The Implementation of Registration of Fidary Transfer Over

Insurance Claims Related to Credit Facility &bibr in the
Company of Oil and Gas Support

The dynamic development in the realm of investmintindonesia,
especially in the company of oil and gas suppapplea to keep increasing. A big
amount of capital is required to ran a businessilimnd gas industry. For this
purpose, companies need financing, one way of wisidchrough credit facility.
The need for credit facility as well as its faddit needs a guarantee, particularly
in the side of the creditor, in order to avoid arsk of loosing the investment
profit expected in case the debtor doesn't comply thie agreement made before.
Regarded from the law point of view, security ore tbredit guarantee is
considered as a preventive act in lending a creditthis credit facility, the
insurance claims is used as the property guaramggé used as the basis of
guarantee credit bond between creditor and debtbased on Law No. 42 Year
1999 on Fiduciary Guarantee (UUJF) and Circulathef Directorate General of
Legal and General Affairs No. C.HT.01.10-22 Yea@2®n Standardization of
the Fiduciary Registration Procedure. This rese&aonducted by applying the
literature research method and supported by inhdeperview with the party
concerned on the fiduciary registration matter.nfrreuch literature research, it
may be concluded that the insurance claims as@epsohas some disadvantages
caused by its characteristic as a property andhiey unclear of UUJF. This
condition is not protective enough for creditorsoerns. Therefore, efforts to
develop a law construction for insurance claimsettgyment as a property in order to
protect creditor when the debt is unperformed amgortant to make. Public notary
roles in understanding and giving balanced praiacto both parties can also give
protection to the creditor as the holder of fidugimansfer on insurance claims.

Key words:
Fiduciary Transfer, Insurance Claims, Credit Fgcili
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunaaional,
merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyaaakg adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1B#&fam rangka
memelihara dan meneruskan pembangunan yang bexkdsimgan, para pelaku
pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat,pesgeorangan maupun
badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seirimgade meningkatnya
kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuharadeph pendanaan, yang
sebagaian besar dana yang diperlukan untuk memeéiutuhan tersebut
diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Salah satu bidang usaha yang memerlukan pendankap besar yaitu di
bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Sifatudaia ini adalah melibatkan
banyak pihak, membutuhkan modal besar, keahliantelamlogi tinggi, risiko
yang tinggi serta memerlukan jangka waktu yang lamé&uk pengembalian
modal?> Namun demikian, pelaku usaha yang berminat daliang usaha
tersebut tidak sedikit, sebagai gambaran sajaisaperusahaan minyak dan gas
bumi (selanjutnya disebut Perusahaan Minyak) yamgatat di Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Bumi berjumlah 44 kontnakontrak kerjasanta
sedangkan perusahaan jasa penunjang minyak dasugagselanjutnya disebut
Perusahaan Jasa) yang telah terdaftar sampai dbnganDesember 2010 adalah
sejumlah 105 perusahaan di bidang usaha industtingeng, 489 perusahaan di
bidang usaha jasa konstruksi dan 1091 perusahadodaing usaha jasa non

konstruksi?

! Penjelasan atas Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jafithasia TLN
No. 3889 Tahun 1999. Penjelasan umum angka 1.

2 Abrar SalengHukum Pertambangar(Yogyakarta: Ull Press Yogyakarta, 2004), hal.
90.

%Daftar Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasanmatp:/www.migas.esdm.go,i®0
Mei 2011.

*Daftar Perusahaan Jasa Penunjang MIGA®: // www.migas.esdm.go.id / download.
php?fl=gerbang_132_21.pdf&fd=30 Mei 2011.
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Banyaknya jumlah perusahaan-perusahaan yang hkrgdir bidang
minyak dan gas bumi tersebut menunjukan bahwa Qidaaha ini sangat
diminati pelaku usaha. Hal ini tentunya dapat digesti karena keuntungan dari
usaha tersebut cukup besar meskipun modal yangluipa dan risiko yang
harus ditanggung perusahaan juga cukup tinggi. Madamikian khusus untuk
Perusahaan Minyak dikenal istilabst recovenyang artinya seluruh biaya yang
telah dikeluarkan oleh Perusahaan Minyak akan diedikan oleh pemerintah
setelah minyak atau gas bumi ditemukan melalui gghos dan syarat-syarat
tertentu. Berbeda dengan Perusahaan Jasa, selaus Heersaing untuk
memenangkarntender, biaya yang telah dikeluarkan oleh mereka tidak ada
penggantian dalam bentuk apapun dari pemerintahyartperusahaan harus
memiliki cadangan modal usaha yang cukup untuk agenkelangsungan bisnis
mereka.

Berbagai cara dapat ditempuh perusahaan untukapatican/menambah
modal antara lain dengan mengadakan kerjasamasipeahdengan perusahaan
lain, menjual atau menerbitkan saham baru atauatecgra berhutang melalui
kredit atau pinjaman melalui bank.

Setiap pemberian kredit yang disalurkan bank setemgandung risiko,
antara lain risiko fasilitas kredit yang diberikiepada debitor tidak kembali
secara aman dan menguntungkan atau tidak sesugardelokumen perkreditan,
oleh karena itu perlu unsur pengamanan dalam pdgemnya. Unsur
pengamananséfety adalah salah satu prinsip dasar dalam peminjaknedit
selain unsur keserasiarsu(tability) dan keuntungan p(ofitability). Dalam
prakteknya pengamanan tersebut dilakukan dengajarpgran yang mampu
mengamankan nilai piutang dengan memberikan hakergresi atas piutang
tersebuf,

Untuk meminimalisasi risiko dalam pemberian kregihak bank harus
mempunyai keyakinan bahwa kredit tersebut akan kéindecara aman dan

menguntungkan. Untuk memperoleh keyakinan tersédautk harus melakukan

® Tan KameloHukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambé&andung:
Penerbit Alumni, 2004), hal. 2.
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penilaian yang seksama terhadap wataRafacte), kemampuan capacity),
modal €apital), agunandollateral) dan prospek usahadndition of econon)y’

Penilaian watak menyangkut masalah reputasi davnasasabah debitor,
artinya calon nasabah debitor mempergunakan kseditiai dengan tujuan dan
selalu memenuhi kewajibannya membayar kredit tepadla waktu yang
diperjanjikan’

Penilaian kemampuan menyangkut kemampuan calonbalasdalam
menjalankan dan mengembangkan usahanya sehinggdabeancar. Dengan
kondisi usaha yang menguntungkan dan kejelasannpmtean pendapatan
nasabah debitor pasti mampu membayar hutang pakokuhganya.

Penilaian modal menyangkut masalah besarnya maaa gimiliki calon
nasabah debitor. Semakin besar jumlah modal yamgikli oleh debitor akan
semakin baik karena keterlibatan nasabah debitbadap maju dan mundurnya
usaha akan semakin beé&ar.

Penilaian jaminan atas agunan menyangkut tentani@ enda milik
nasabah debitor atau dapat juga milik pihak keyigag merupakan jaminan
tambahan dan merupakan jalan terakhir untuk menggana penyelesaian
kredit.*

Penilaian kondisi ekonomi menyangkut masalah sifjpe®konomian dan
politik secara makro artinya kondisi dan situasigyanemberikan dampat positif
bagi prospek usaha nasabah tertéhtu.

Bentuk jaminan yang diberikan pengusaha kepada talakn prakteknya
berbentuk jaminan kebendaan, sementara kekurangaritutupi dengan
menempatkan instrumen kepercayaan berupa jamindoadpratau jaminan
perusahaan. Salah satu dari beberapa jenis jarkéimmdaan yang dikenal dalam
dunia perbankan adalah jaminan fidusia.

Sebagai jaminan kebendaan, fidusia sangat dimdaati populer karena

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini ddpiiat dari banyaknya

® Try Widiyono, “Agunan Kredit Dalam Financial Engineering, Panduan Bagi Anglisi
Kredit dan Perbankan(Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 5.
" Tan Kamelopp.cit, hal. 184.
8 .
Ibid.
% bid.
1% bid.
M |bid.
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jaminan fidusia yang didaftarkan di Kantor PendaftaFidusia Jakarta yang
setiap bulannya mencapai 4000 penddftar.

Kenyataannya bahwa keberadaan jaminan fidusiabigrgada umumnya
diharapkan dapat membantu pertumbuhan dunia usara mendorong
pertumbuhan ekonomi. Dari sisi bank peran lembagainan ini diharapkan
mampu mengamankan nilai piutang dengan memberikdn greferensi atas
piutang tersebut, sementara di sisi perusahaaryadambaga jaminan tersebut
dapat memberikan akses pendanaan tanpa melepasek lkepastian hukum
walaupun benda milik perusahaan yang dapat dijaanminkangat terbatas,
terutama bagi pengusaha lemah dan kelas menengah.

Prinsip dari jaminan fidusia adalah pengalihan kakemilikan suatu
benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bakwepemilikannya yang
dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemdlilda® Kenyataan tersebut
membuktikan bahwa fidusia memiliki arti penting atal menampung keinginan
masyarakat akan kebutuhan kredit karena disatypisigk penerima kredit masih
dapat menguasai barang jaminan untuk keperluanshisn di sisi lain pihak
bank tidak perlu menyediakan tempat khusus untulipganan barang jaminan
seperti pada lembaga gadai dimana benda yang diamiharus ada dalam
penguasaan penerima gatfaiHal ini dalam praktek perkreditan mempersulit
pihak debitor/perusahaan karena barang jaminak tidgat lagi dipergunakan
untuk menunjang usahanya dan hal ini tentunya dapemghambat proses
pembiayaan itu sendiri. Demikian pula bagi kreditank menimbulkan masalah
karena harus menyediakan tempat penyimpanan bamdiagn yang cukup luas.

Jaminan fidusia mempunyai ciri yaitu penyebutan asatdasar
kepercayaan”. Kata kepercayaan disini mempunyaibatiwa pemberi jaminan
percaya, bahwa penyerahan hak miliknya tidak dimdiksn untuk benar-benar
menjadikan kreditor sebagai pemilik atas benda ydisgrahkan kepadanya dan

apabila kewajiban perikatan pokok dilunasi, makadaejaminan akan kembali

12 Hasil wawancara dengan Ibu Lilin Nurchalimah, S.H.HM.di Kantor Pendaftaran
Fidusia Jakarta, pada tanggal 7 Juni 2011

3 Indonesia (a)Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan FiduslaNo.
168 Tahun 1999, TLN No. 3889, ps. 1 ayat (1).

14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wethpettiterjemahkan oleh
R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet. 33, (Jakarta: PradPgeamita, 1985), ps. 1150 jo ps. 1152
ayat (2).
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menjadi milik pemberi fidusi& Ciri tersebut memberi pentunjuk bahwa jaminan
fidusia merupakan perjanjian yang bersié&cessoiryaitu perjanjian tambahan
yang tergantung pada perjanjian pokoknkarjanjian pokok adalah perjanjian
pinjam meminjam atau hutang piutang yang diikutign perjanjian tambahan
sebagai jaminaf?

Yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adal&mda apapun yang
dapat dimiliki dan hak kepemilikannya dapat diatihk Benda-benda tersebut
dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwugrdaftar maupun tidak
terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak. Khusiiskubenda tidak bergerak,
benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hakgtaggn dan hipotik
sedangkan untuk benda bergerak, benda-benda tetgiiudapat dibebani hak
gadai'’ Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor d8uif 1999
(selanjutnya disebut UUJF) bahwa jaminan fidusipatl@iberikan atas satu atau
lebih satuan jenis benda, termasuk piutang, baik yalah ada pada saat jaminan
diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Selainddélam Pasal 10 UUJF
menyatakan bahwa jaminan fidusia meliputi hasil danda yang menjadi objek
jaminan fidusia serta meliputi klaim asuransi dal@hbenda yang menjadi objek
jaminan fidusia diasuransikan.

Dengan adanya lembaga jaminan fidusia, para pehguslususnya di
industri minyak dan gas bumi yang membutuhkan madalk mengembangkan
usahanya dapat mengajukan pinjaman/kredit ke baskgah memberikan
jaminan berupa tagihan-tagihan, kendaraan bermbtogng-barang persediaan
dan alat-alat kerja serta meliputi klaim asuraresiny

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 UUJF, bgiafsédlaaobjek yang
dijadikan jaminan fidusia diasuransikan maka jamifidusia meliputi pula klaim
asuransi atas objek tersebut. Guna melaksanakamtkah tersebut dan untuk
menjamin pembayaran kembali dalam pemberian kit pihak bank, maka
Perusahaan Jasa dapat memberikan jaminan berupandggihan dan/atau alat-

alat kerja misalnya peralatan pengeboran selaedi rig, drilling rig/jack up rig,

1%). Satrio,Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaé®andung: Penerbit Citra Aditya,
2007), hal. 182.

Frieda Husni Hasbullah (aHukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi
Jaminan,(Jakarta: Penerbit Ind, Hil-Co, 2002), hal. 6

" Ipid, hal. 66.
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drilling, barge, drilling shipdan sebagainya beserta klaim/tagihan asuransi atas
peralatan usaha tersebut.

Dalam hal klaim/tagihan asuransi menjadi objek fanifidusia, biasanya
pihak bank mensyaratkan bahwa asuransi tersebstthesbanker’s clauseaitu
suatu klausul yang tercantum dalam polis yang hadi@ntumkan atas
permintaan pihak bank dimana dalam polis secgastdinyatakan bahwa pihak
bank adalah sebagai penerima ganti rugi atas p&istang terjadi atas objek
pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam perjaagiuransi (polisj dan
harus secara tegas dinyatakan dalam suatu akteepiemfaminan fidusia’

Klaim asuransi yang telah diikat dengan jaminanudid tersebut
merupakan hak bank dengan status pesferenyang dapat dijadikan sumber
pelunasan kredit, sepanjang debitor/perusahaan kok@la wanprestasi atas
perjanjian kredit yang dijamin dengan jaminan fidusersebut® Hal yang
mungkin dapat menimbulkan masalah sehubungan depegarberian jaminan
fidusia berupa klaim/tagihan asuransi ini adalabdapaaat eksekusi dalam hal
debitor/perusahaan wanprestasi, pihak bank tidgdatdenenjual klaim/tagihan
asuransi tersebut seperti menjual barang-barawngntory atau alat-alat kerja,
selain itu dalam UUJF juga tidak diatur secarasjefengenai eksekusi terhadap
benda jaminan fidusia berupa klaim asuransi.

Dari uraian diatas karenanya melalui penulisan steisii, Penulis
bermaksud mengemukakan mengenai metode pengikatarnnagn fidusia
terhadap objek jaminan berupa klaim/tagihan asurpetaksanaan pendaftaran
jaminan fidusia serta kedudukan bank sebagai kregitnerima fidusia. Oleh
karena itu, berdasarkan uraian diatas, maka Pemelisilih judul tesis ini yaitu:
‘“PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ATAS KLAIM
ASURANSI SEHUBUNGAN DENGAN FASILITAS KREDIT KEPADA
DEBITOR SEBAGAI PERUSAHAAN JASA PENUNJANG MINYAK DA N
GAS BUMI".

8 Tuti Rastuti,Aspek Hukum Perjanjian AsuranglYogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011),
hal. 80.

19 Widiyono, op.cit, hal. 212.

2 |pid.
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1.2 POKOK PERMASALAHAN
Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis telalengidentifikasi beberapa
permasalahan dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian jaminan fidusiaibselgan dengan
pemberian kredit kepada debitor dengan klaim asursgbagai jaminan dan
pelaksanaan pendaftarannya dalam praktek?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap bank sebkgalitor dalam

pengikatan jaminan fidusia tersebut?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Tujuan umum penulisan ini adalah memberikan ganmbaraum dan
penjelasan yang rinci serta pengetahuan yang febiidalam mengenai jaminan
fidusia atas klaim asuransi sehubungan dengantdaskredit kepada debitor
sebagai perusahaan jasa penunjang minyak dan gas dan pelaksanaan
pendaftarannya dalam praktek.

Sedangkan tujuan khusus dari penulisan ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian janfidasia sehubungan
dengan pemberian kredit kepada debitor dengan klasuransi sebagai
jaminan dan pelaksanaan pendaftarannya dalam grakte

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap babkgai kreditor dalam

pengikatan jaminan fidusia tersebut.

1.4 KEGUNAAN PENULISAN
Hasil penulisan tesis ini diharapkan dapat berguriak:

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam meramuasi

2. Memberikan masukan pemikiran terhadap pengembategandan praktek
hukum, khususnya bagi pelaksanaan pemberian janfidasia atas klaim
asuransi dan pelaksanaan pendaftarannya dalanelrakt

3. Memberikan masukan mengenai pentingnya memahaaiss&omprehensif
praktek pemberian jaminan fidusia atas klaim asirdan pendaftarannya
dalam praktek bagi pihak perbankan, para pengusak&nsi pemerintah

terkait dan mahasiswa hukum.
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1.5 KERANGKA TEORI DAN KONSEP

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakatlapamumnya
merupakan kebutuhan. Untuk menunjang kegiatan-tagitersebut, akhirnya
diperlukan fasilitas kredit dalam usahanya. Dengalanya fasilitas tersebut
mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredii #eamanan modal dan
kepastian hukum bagi si pemberi kredit.

Teori fidusia yang menjadi pedoman adalah perjanpangalihan hak
kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaaramdrak kepemilikan atas
benda yang dialihkan itu tetap berada pada pengnasaemilik benda. Apabila
pemberi fidusia ingkar janji, penerima fidusia kd#apat memiliki benda jaminan
fidusia, melainkan benda jaminan itu dijual untukengambil pelunasan
piutangnya sesuai dengan hpieferenyang diberikan undang-undang kepada
kreditor.

Selanjutnya guna menyamakan persepsi dalam memagbemiahasan
yang akan dikemukakan, penulis menilai pentingrs@gbaran tentang beberapa
istilah yang digunakan dalam penulisan ini agaefinisikan secara operasional.
Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Perjanjian adalah hubungan hukum kekayaan/hartdabantara dua orang
atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada saakpihtuk memperoleh
prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak laituku menunaikan
prestas?

2. Jaminan adalah janji dari pihak peminjam untuk memikln hak kebendaan
baik yang merupakan milik si peminjam itu sendidupun milik pihak lain,
kepada pihak pemberi pinjaman sebagi penggantigkaruapabila pihak
peminjam kelak tidak dapat melunasi hutangffya.

3. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikin suatu daeratas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dmiikannya
dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan penitikl&f>

% Yahya HarahapSegi-segi Hukum PerjanjiaBandung: Alumni, 1986), hal. 6.

22 gri Soedewi Masjchoen SofwarHukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum
Jaminan dan Jaminan Perorangaset.1, (Yogyakarta: Liberty Offset, 1980), hal.24.

% Indonesia (a)pp. cit ps. 1 angka 1.
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4. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas bendafadrgaik yang berwujud
maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergenakusnya bangunan
yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagairdanaksud dalam
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tamggguyang tetap
berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagamfagi pelunasan
utang tertentu, yang memberikan kedudukan yangauhakan kepada
Penerima Fidusia terhadap kreditor lainAYa.

Piutang adalah hak untuk menerima pembay&tan.

6. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimilikidégitnkan, baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaft@upun tidak
terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergeyakg tidak dapat
dibebani hak tanggungan atau hipdfik.

7. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atawrasippemilik Benda
yang menjadi Objek Jaminan Fiduéfa.

8. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan ataporksr yang
mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dendaminan
Fidusia®®

9. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang kar@eganjian atau
undang-undang’

10. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karenmam&n atau undang-
undang®®

11. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dagianakat dalam
bentuk simpanan, dan menyalurkannya pada masyaddam bentuk
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya yang dipeadamn dengan itu, dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

24 |bid., ps.1 angka 2.
% |bid., ps.1 angka 3.
%6 |bid., ps.1 angka 4.
27 bid., ps.1 angka 5.
8 |bid., ps.1 angka 6.
2 |bid., ps.1 angka 8.
%0 |bid., ps.1 angka 9.
% Indonesia (b)Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang PerbanlkiinNo. 182
Tahun 1992., TLN. No. 3790, ps. 1 angka 1.
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12. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangtange®ank, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha serta tata cara degsptalam melaksanakan
kegiatan usahany&.

13. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yangtddgpersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakat@m-meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pipakinjam untuk
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentgate sejumlah bunga,
imbalan atau pembagian hasil keuntungfan.

14. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian arafdua) pihak atau
lebih dengan mana pihak penangggung mengikatkam ki#pada
tertanggung dengan menerima premi asuransi untukmbeekan
penggantian kepada tertanggung karena Kkerugianus&iesan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggemgb hukum
kepada pihak ketiga yang mungkin akan dideritatggung yang timbul
dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untukmiverikan suatu
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atapryidwseseorang yang
dipertanggungkar

15. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untukbuat akta otentik
dan kewenangan lainnya sebagaimana di maksud ddtaang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan NofAris.

1.6 METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pdragegan ilmu
pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkamelg@an bertujuan untuk
mengungkapkan kebenaran secara sistematis, megadbn konsisten. Melalui
proses penelitian tersebut diadakan analisa dastikdesi terhadap data yang

dikumpulkan. Dalam upaya memperoleh data dan irdsinyang dibutuhkan

32 |bid., ps. 1 angka 2.

% |bid., ps. 1 angka 11.

¥ Indonesia (c)Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha PerasurankMn,
No. 13 Tahun 1992, TLN No. 3467, ps. 1 angka 1.

% Indonesia (d)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Npta¥is\o.
117 Tahun 2004, TLN No. 4432, ps. 1 ayat (1).
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untuk penyusunan penelitian ini, diadakan peneliterdasarkan suatu metode
penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan ywumdrmatif yang
berarti bahwa penelitian ini mengacu kepada peaatperundang-undangan yang
berkaitan dengan permasalahan yang dibahas deagameneliti bahan pustaka
atau data sekunder.

Adapun bentuk penelitian yang dipergunakan dalanelg&n ini adalah
berbentuk deskriptif analitis untuk memberikan gamb yang menyeluruh
mengenai fakta dan permasalahan yang berhubungagameobjek penelitian,
kemudian dilakukan analitis terhadap permasalabeselbut berdasarkan norma-
norma hukum yang berlaki.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melaludiskepustakaan,
yaitu dengan mengambil dari bahan-bahan tertuéia &bhan pustaka yang ada
kemudian diolah secara kualitatif. Data yang difgdro dari penelitian
kepustakaan disebut data sekunder yang ditinjau lddwatan mengikatnya
terdiri dari:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-gadayaitu:

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha@Parsian.

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubakias
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jamiithusia.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentamig dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang KeerRada
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang TCara
Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuataa A&Mminan
Fidusia.

% Soerjono Soekantdengantar Penelitian HukunGet.3. (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 1986), hal. 10.
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g. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 Tentangb@&wokan
Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibu Kota Rraividi Wilayah
Negara Republik Indonesia.

h.  Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukumum Nomor
C.HT.01.10-22 tahun 2005 Tentang StandardisasieBtwsPendaftaran
Jaminan Fidusia.

2. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, hasil-lpesielitian, hasil karya

dari kalangan hukum dan seterusnya.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan gambaran yang ringkas dan jelagenelitian yang
berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidugias Alaim Asuransi
Sehubungan Dengan Fasilitas Kredit Kepada Debitdaki Perusahaan Jasa
Penunjang Minyak dan Gas Bumi”’, maka penelitianténbagi menjadi 3 (tiga)
Bab, dan tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub Baapun sistematika
penulisan adalah sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan, dalam bab ini memuat gambaranmurgang
memberikan informasi secara menyeluruh tentang lppkéiok bahasan dalam
tulisan ini. Bab ini meliputi Latar Belakang MadalaPokok Permasalahan,
Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, Kerangkai Tasor Konsep, Metode
Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Il menguraikan Pelaksanaan Pendaftaran Jarkidasia Atas Klaim
Asuransi Sehubungan Dengan Fasilitas Kredit Keistator Selaku Perusahaan
Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi. Dalam bab ijalagdkan mengenai
Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit dan Jaminan Kr@dnjauan Tentang Benda
dan Hak Kebendaan, Fidusia Sebagai Jaminan Hakndebe, Tinjauan Jaminan
Fidusia Atas Klaim Asuransi Sehubungan Dengan iEsilKredit Kepada
Debitor Selaku Perusahaan Jasa Penunjang Minyak Gas Bumi, serta
Pembuatan Akta dan Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Bab Il Penutup, merupakan bab terakhir yang bedesimpulan dari
seluruh pembahasan, serta saran-saran yang diajsghobungan dengan

Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Atas Khsoransi Sehubungan
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Dengan Fasilitas Kredit Kepada Debitor Selaku Reraan Jasa Penunjang
Minyak dan Gas Bumi.
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BAB 2
PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ATAS
KLAIM ASURANSI SEHUBUNGAN DENGAN FASILITAS
KREDIT KEPADA DEBITOR SELAKU PERUSAHAAN JASA
PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI

2.1 TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN
KREDIT.
2.1.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Part&iatu perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orandebitaumengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pengertian perjanjian menurut pendapat Subektabdabuatu perjanjian
adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjgogideeseorang lain atau dimana
dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakauat hal.®®
Sedangkan pengertian perjanjian menurut Yahya tarabalah:

“Perjanjian adalah hubungan hukum kekayaan/harteddeantara dua
orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak patla gaak untuk
memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pauk gain untuk
menunaikan prestasi’’

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peganpdalah suatu
perbuatan hukum berdasarkan sepakat diantara dog atau lebih untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu, yang mana isi darame tersebut berlaku sebagai

undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian.

2.1.2 Syarat Perjanjian

Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi olefa ganak yang akan
mengadakan suatu perjanjian disimpulkan dalam R824l KUHPerdata. Syarat-
syarat tersebut bisa meliputi baik orang-orangnyupnn objeknya. Keempat
syarat untuk sahnya suatu perjanjian adalah:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

%7 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbagk)cit, ps. 1313.
38 Subekti,Hukum Perjanjian(Jakarta: PT. Intermasa, 1984), hal. 1.
%9 Harahaploc.cit, hal. 6.
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c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal.

Dari keempat syarat yang terkandung dalam Pasad X32HPerdata
seperti tersebut di atas ini merupakan bagiaansialiadari suatu perjanjian,
bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka jmarjarang dimaksudkan
untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihghkatdanenjadi beda, dan
karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai derefeenklak para pihaK.

Dua syarat yang pertama merupakan syarat subjektifu mengenai
orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakannpana Dalam hal ini
apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka p®ig tersebut dapat
dibatalkan®*!

Adapun dua syarat yang terakhir adalah syarat ohjgkitu menyangkut
suatu hal yang dijadikan objek perjanjian sesuaaP8320 KUHPerdata. Apabila
syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjianbatal demi hukun?

Dari sepakat mereka mengikatkan diri, tampak balkesepakatan
merupakan syarat yang pertama dan utama yang kgvesuhi untuk sahnya
suatu perjanjian. Kesepakatan dalam perjanjian pad&an perwujudan dari
kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian emsmigapa yang mereka
kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara nalakannya, kapan harus
dilaksanakan dan siapa yang harus melaksaridkdianpa syarat ini, suatu
perjanjian akan dapat dibatalkan, karena kesepakagrupakan sebab adanya
suatu perjanjian, oleh karena itu sangat perlu neehgtikan proses pencapaian
kesepakatan itu agar perjanjian yang dilahirkan dam mempunyai kekuatan
mengikat bagi para pihak.

Pasal 1321 KUHPerdata menegaskan bahwa kesepakatéidak sah
apabila diberikan karena kekhilafan (salah peraextipaksaan, atau penipuan.

Kekhilafan atau kekeliruan mungkin terjadi mengeswztu hal yang pokok dari

0 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaj&erikatan Yang Lahir dari Perjanjiar(Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 85.

*1 Subekti,op.cit, hal. 20.

2 bid.

3 Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaj@p.cit, hal. 95.
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apa yang diperjanjikan atau suatu sifat penting darang atau orang (pihak)
yang dikaitkan dalam suatu perjanjidn.

Suatu paksaan dalam hal ini adalah paksaan yargifatepsikologis,
bukan paksaan fisi¥. Sedangkan penipuan adalah sengaja memberikan
keterangan palsu atau suatu tipu muslihat laifffya.

Ketiga hal ini, yaitu adanya kekhilafan atau kekelh, paksaan, dan
penipuan menyebabkan seorang tidak merasa belzan tatkehendak, sehingga
apabila pada akhirnya ia memberikan kesepakatamdatatu perjanjian, maka
kesepakatan tersebut tidak sah. Sebab berdasadsat P321 KUHPerdata di
atas, kesepakatan yang dicapai antara para pilna& ladir dalam suasana bebas.

Dimaksud dengan cakap disini adalah kecakapan mehukum artinya
pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu haruslalsu dewasa dan
diperkenankan oleh undang-undang. Ketentuan baas arang dewasa sesuai
Pasal 330 KUHPerdata yaitu orang belum dewasa lapadium mencapai umur
21 tahun atau belum kawin.

Kedewasaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 18i#ang
Perkawinan (selanjutnya disebut "UU Perkawinan”juse Pasal 50 ayat (1)
bahwa seorang telah dianggap dewasa pada umurhi® tearena terhadap
mereka yang telah dianggap dewasa pada umur 18n tattau sudah
melangsungkan perkawinan tidak ada kekuasaan baggy ¢ua walinya.

Apabila UU Perkawinan yang digunakan sebagai pegangaka seorang
dianggap dewasa apabila telah berumur 18 tahumyartia berwenang atau
berhak berbuat/melakukan perbuatan hukum, kecualikagvinan. Untuk
melakukan perkawinan dia harus mendapatkan izinaang tuanya, selama ia
belum mencapai umur 21 tahun.

Persyaratan kecakapan bertindak seseorang yang uaénperjanjian
sangat diperlukan karena hanya orang yang cakap iyeampu memahami dan
melaksanakan isi perjanjian yang dibuat. Kecapdleatindak ini dalam banyak
hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertdadaith hukum. Karena

dapat saja seseorang yang dinyatakan cakap bdstiddEm hukum tetapi

44 |bid., hal. 104.
“5 Subekti,op.cit, hal. 23.
8 |bid., hal. 24.
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ternyata tidak berwenang untuk melakukan suatu usgéalm hukum atau
sebaliknya®’

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian yatog menjadi objek
perjanjian, ini merupakan prestasi yang perlu diberdalam suatu perjanjian.
Prestasi itu harus mempunyai nilai ekonomis, berlpaaang yang dapat
diperdagangkan dan dapat ditentukan jenisnya/digitti

Sebab (causa) adalah suatu yang menyebabkan oemfguat perjanjian
atau yang mendorong orang membuat perjanjian. Sediab tersebut yaitu tidak
boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusiarketertiban umurfy.
Yang dijadikan objek atau isi dan tujuan prestasigytertuang dalam perjanjian
tidak boleh bertentangan dengan undang-undangsikeso dan ketertiban umum

sehingga perjanjian tersebut menjadi perjanjiary\saih dan mengikat.

2.1.3 Beberapa Azas Hukum Perjanjian

Dalam Buku IlI KUHPerdata dikenal lima asas pegti yaitu asas
kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, @Eda sunt servanddasas
kepastian hukum), asas itikad baik dan asas kepaba
a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisa demntken Pasal 1338 ayat
(1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua perjanjiamgyalibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang oamjia.”

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesdpak adalah
merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian. Khtkentersebut dapat
dinyatakan dalam berbagai cara baik lisan maupdalite dan mengikat para
pihak dengan segala akibat hukumnya.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asasngamberikan kebebasan
kepada para pihak unttfk

1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.

47 Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaj@p.cit, hal. 127.

“8 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboep)cit, ps. 1332-1334.

“9|bid., ps. 1335-1337.

%0 SyharnokoHukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kas\i8akarta: Prenada Media, 2004),
hal. 3.

*1 Daeng NajaContract Drafting (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 9.
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2) Memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat peigam;

3) Menentukan atau memeilih isi perjanjian, pelaksardgsn persyaratannya.

4) Menentukan objek perjanjian.

5) Menentukan bentuknya perjanjian, tertulis atawlisa

6) Menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undaagg ybersifat
opsional.

b. Asas Konsensualisme

Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnyarpen dan perikatan
yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejaikdercapainya kesepakatan
artinya perjanjian itu dianggap sah apabila sudih keesepakatan mengenai hal
pokok yang diperjanjikan.

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam R&24l ayat (1) KUH
Perdatd®. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah sgamat sahnya
perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua betalk.pAsas ini menyatakan
bahwa harus ada kesepakatan antara para pihaknamgkatkan diri. Tidak ada
ketentuan/formalitas yang menyatakan suatu pegjarfjarus tertulis atau tidak,
bahkan perjanjian dapat tercapai hanya dengan st Dengan demikian
perjanjian tidak perlu dinyatakan secara formahpetcukup dengan adanya
kesepakatan kedua belah pihak.

c. AsasPacta Sunt Servanda

Asaspacta sunt servandatau disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini
berhubungan dengan akibat dilakukannya kontraldpgan. Asas pacta sunt
servanda adalah asas bahwa hakim atau pihak ketrga menghormati substansi
kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimanaktaga undang-undarg.
Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 aya{(HPerdata.

d. Asas Itikad Baik
Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasalgl8@at (3) KUHPerdata

yang berbunyi: “perjanjian harus dilaksanakan dantikad baik.”

°2 Subekti,op.cit, hal. 15

%3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboef) cit, ps. 1320.
*¥ Rai Widjaja,Merancang Suatu KontrakBekasi: Megapoin, 2004), hal. 35.
°5 Naja,op.cit, hal. 12.
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Asas itikad baik merupakan asas bahwa para piaaks melaksanakan
substansi kontrak berdasarkan kepatutan diantarsgarang yang sopan tanpa
tipu daya, tipu muslihat dan akal-akalan, tidak y@aamelihat kepentingan diri
sendiri juga kepentingan orang |afh.

Dalam prakteknya, asas itikad baik bukan sajaushaada pada saat
pelaksanaan perjanjian tetapi juga pada saat dipaasdtau ditandatanganinya
perjanjian>’

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukiawabaeseorang
yang akan melakukan dan atau membuat suatu komérgdijian hanya untuk
kepentingan perseorangan sajaHal tersebut dapat dilihat pada Pasal 1315
KUHPerdatd®’ berbunyi:"pada umumnya seseorang tidak dapat noekga
perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya g@hd

Namun ketentuan tersebut ada pengecualiannyagaeisna disebutkan
dalam Pasal 1317 KUHPerdata, yang berbunyi:"dap& perjanjian diadakan
untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perganjyang dibuat untuk diri
sendiri, atau suatu pemberian orang lain mengandyagt semacam itu.” Pasal
tersebut menggambarkan bahwa seseorang dapat ragagaperjanjian untuk

kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat gaegtukan’

2.1.4 Perjanjian Kredit

Kata kredit yang berarti kepercayaan artinya adasaling percaya antara
kreditur selaku pemberi kredit dan debitor selalangrima kredit. Perjanjian
kredit dalam perbankan dilandasi atau berlaku deniggar hukum baik undang-
undang, peraturan-peraturan yang berhubungan deeamankan, kebiasaan

praktek dalam perbankan juga yurisprudéhsi.

*% |bid.

" Suharnokogp.cit, hal. 4

58 Salim,Perkembangan Hukum Innominaat di Indoneg§lakarta: Sinar Grafika, 2003),
hal. 13.

%9 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboop)git, ps. 1315.

80 salim, loc.cit,, hal. 13.

®1 |bid., mengutip Munir Fuady dalam Hukum Perkreditan Kontempg¢Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 5.
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Pengertian kredit yang sesungguhnya mempunyairdiny@ng beraneka
ragam. Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaasp disebutreditusyang
merupakan past participle dari kat@dereyang artinya trust atau kepercaya&n.

Menurut pendapat pakar hukum Levy arti hukum dagdit adalah
menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untwgdipakan secara bebas
oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak megyp®akan pinjaman itu untuk
keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumpahjaman itu
dibelakang hari"®

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-UnNangor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 TER@tentang Perbankan
(untuk selanjutnya disebut UUP) Kredit adalah: ‘peiaan uang atau tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkaetpgran atau kesepakatan
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yamgwajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangkatwadkrtentu dengan
pemberian bunga”

Pengertian bank menurut Pasal 1 ayat (2) UUP makga bahwa Bank
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari rakayadalam bentuk
simpanan, dan menyalurkannya pada masyarakat dadatok kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan idalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, Bank maeyap2 (dua) fungsi
utama yaitu fungsi pengerahan dana dan penyaluaaa.dari fungsi utama
tersebut muncul 2 (dua) hubungan hukum antara lkemigan nasabah, yaitu
hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyidgran dan hubungan
hukum antara bank dengan peminjam dana. Hubung&omhuersebut tidak
hanya merupakan hubungan hukum kontraktual saja t@tapi juga merupakan
hubungan berdasar prinsip dan asas kepercayaaatj-kaktian apabila dilanggar

menimbulkan kerugian, jika tidak dikenakan sanksjatli suatu keadaan yang

52 Sri Gambir Melati Hatta,Perkreditan dan Tantangan Dunia Perbankamww.
legalitas.org / ?q = node / 2535 April 2011).
63 |
Ibid.
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tidak adil. Oleh karena itu perbuatan yang merugitersebut agar adil harus
ditindak dan diberi sanksf.

Bank dan kredit adalah sebuah mata uang dengabesiseda tapi tidak
dapat dipisahkan, sebab salah satu usaha pokokauskat&h memberikan kredit,
disamping tentunya menghimpun dana masyarakat. Baekghimpun atau
menarik dana dari masyarakat dengan cara menatangieposito, dalam hal ini
bank memberi bunga simpanan (dalam bank syariabamistau bagi hasil),
jangka waktu penarikan (pengembalian) ditentukam skssuai dengan perjanjian
penyimpanan dana antara bank dengan nasabah pemyimp

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsenantara debitor dengan
kreditor (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hugam hutang piutang, dimana
debitor berkewajiban membayar kembali pinjaman ydibgrikan oleh kreditur,
dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang teseipakati oleh para pih&R.

Adapaun pengertian perjanjian kredit bank tidaktudi secara khusus
dalam UUP maupun dalam KUHPerdata. Namun dengadabarkan asas
kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk meentisi dari perjanjian
kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undadgng, ketertiban umum,
kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dandditanganinya perjanjian
kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak datilpérjanjian lahir dan mengikat
para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

Perjanjian yang mirip dengan kredit dalam hukumda® yaitu perjanjian
pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPergarag berbunyi “pinjam
meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yahgmemberikan kepada
pihak yang lain suatu jumlah tertentu benda-bendagymenghabis karena
pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangakan mengembalikan
sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yangmdaiakemudian dalam
Pasal 1796 KUHPerdata disebutkan juga tentang kgkimamn yang dipinjamkan
tersebut sejumlah uang, dan mengenai diperbolelyramengambil bunga diatur
dalam Pasal 1765 KUHPerdata yang berbunyi: “Adaldiperbolehkan

64 |tai
Ibid.
% Pperjanjian Kredit dan Pengakuan Hutahttp://legalbanking.wordpress.com/materi-
hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutgri2 Juni 2011.
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memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atawaamén benda yang
menghabis karena pemakaian”.

Jadi dari pemahaman dan unsur-unsur pasal-pasa&bte diatas dapat
dilihat tentang adanya pengaturan yang masih megmadan antar peminjaman
uang dan benda menghabis, seperti beras, gula,akidgn lainnya. Namun
KUHPerdata sudah memberikan kemungkinan mengenaibgieanan bunga,
karena pinjaman kredit adalah semata-mata mengeaag sebagai objek
perjanjian maka tidak dapat disamakan perjanjiamjapi meminjam dengan
perjanjian kredit, hanya saja memiliki kemiripan.

Dari penjelasan pasal-pasal tersebut di atas bkied# tidak terlepas dari
jaminan karena pemberian kredit sifatnya adalahjapgan permulaan saja
(perjanjian pokok), kredit baru dapat dicairkanajidlebitor telah menyerahkan
jaminan kepada bank. Adapun jenis jaminan tergantkepada jenis kredit.
Untuk benda jaminan yang diikat pada perjanjiardikrenaka perjanjian jaminan
akan berlaku pada saat perjanjian kredit telahtiéfdi&an fasilitas kredit sudah
dinyatakan dibuka, hal tersebut sejalan dengant sit@essoirdari hukum
jaminan.

Dalam praktek perbankan, yang menjadi dasar hugarjanjian kredit
adalah kesepakatan yang tertuang dalam perjanjitataabank dengan debitor,
kesepakatan tersebut didukung beberapa asas huktohatgp antara lain asas
kebebasan berkontrak, asas itikad baik dan asastikettian yang merupakan
asas-asas hukum yang berlaku umum guna menjagankaesgan para pihak
untuk saling memberikan perlindungan, baik kreditoaupun debitor secara
bertimbal balik, karena pada hakikatnya uang yapmjdmkan oleh bank kepada
debitor adalah uang yang berasal dari penghimpdaaa dari masyarakat juga.
Adapun ketentuan-ketentuan seperti peraturan pengadndangan yang
berhubungan dengan kredit dipakai sebagai pedoajanagjar kesepakatan tidak
melanggar undang-undang, kepatutan, kebiasaan desusilkkan dalam
masyarakat (Pasal 1339 KUHPerdata), kecuali teghgdminan kredit yang telah
memiliki landasan hukum.

Dalam praktek perbankan, perjanjian kredit dimaam dua bentuk yaitu

perjanjian kredit dibawah tangan atau dikenal datiumia perbankan dengan
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istilah pengikatan intern dan yang lainnya perg@mjiyang dilakukan dengan
menggunakan jasa seorang notaris. Perjanjian kmihwah tangan yaitu
perjanjian kredit yang dibuat oleh dan antara paitek yang terlibat dalam
perjanjian kredit tersebut tanpa melibatkan pihajalpat yang berwenang/notaris,
sedangkan perjanjian kredit notariil yaitu perjanji yang dibuat dan
ditandatangani oleh para pihak di hadapan notBaganjian notariil merupakan
akta yang bersifat otentik (dibuat oleh dan di Imasa pejabat yang

berwenang/notaris§°

2.1.5 Jenis-Jenis Kredit Bank
a. Jenis-Jenis Kredit
Bank komersial dalam memberikan kredit pada umwamipsrtitik tolak

dari segi sosial ekonomi. Dengan melihat tujuandikreBank menyediakan
berbagai jenis kredit bagi masyarakat. Jenis-jeridit tersebut antara laff:
1) Jenis kredit menurut tujuan:

- Kredit konsumitif;

- Kredit produktif;

- Kredit perdagangan.
2) Jenis kredit menurut jangka waktu:

- Kredit jangka pendelshort term loai

- Kredit jangka menengaimedium term loan

- Kredit jangka panjanddng term loai.
3) Jenis kredit dengan jaminan:

- Unsecured loan;

- Secured loan.
4) Jenis kredit berdasarkan pencairan:

- Non cash loan;

- Cash loanatau;

- Kredit afbetaling/self liquidating credit

66 H
Ibid.
57 Jenis-Jenis Kredit Perbankdnttp://www.wealthindonesia.com/commercial-bank/jenis-
jenis-kredit-perbankan.htm?3 Juni 2011.
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- Kreditrevolving;
- Contingency financing.
5) Jenis kredit menurut penggunaan:
- Kredit eksploitasi;
- Kredit investasi;
- Kredit konsumtif.
6) Jenis kredit menurut sumber dana:
- Dana internal bank;
- Dana eksternal bank;
- Sindikasi.
b. Jaminan kredit
Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tal@®P, faktor-
faktor yang dijadikan pedoman untuk menilai peradémt kredit adalah watak,
kemampuan, modal, jaminan dan kondisi-kondisi ekundSekarang terjadi
perubahan yaitu untuk memperoleh keyakinan sebetemberikan kredit, Bank
harus melakukan penilaian yang seksama terhadagkwiemampuan, modal,
jaminan dan prospek usaha dari debiforOleh karena itu dalam praktek
perbankan diperlukan untuk memperhatikan prinsipsgy perkreditan yang
diantaranya adalah prinsipive C’'s” yang terdiri dariCharacter(Kepribadian),
Capacity(Kemampuan)Capital (Modal), Collateral (Agunan)dan Conditions of
Economy(Kondisi Ekonomi)*®
Jaminan atau agunan dalam sebuah perjanjian laddiah sesuatu yang
mutlak dalam pemberian kredit, hal ini sejalan @dengetentuan dalam Pasal 8
ayat (1) UUP, tidak ada kredit tanpa jaminan atgunan ¢ollateral), baik
jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan yaberikhn oleh pihak
debitor kepada pihak kreditor, yang akan menjadgpenan bagi kredit.
Berdasarkan UUP pada penjelasan disebutkan bahtuzt memperoleh
keyakinan, sebelum memberi kredit Bank harus mékakupenilaian yang
seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agurmamprdapek usaha dari

nasabah debitor. Jaminan kredit yang dalam prattiednal juga dengan istilah

®8 Tan Kamelopp.cit, hal. 184.
%9 Widiyono, op.cit, hal. 5 — 6.
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agunan, merupakan syarat mutlak yang harus dipetaisebagai salah satu
unsur pemberian kredit.

Dalam prakteknya, agunan kredit yang diikat dengltia notariil secara
umum dapat dibedakan antara agunan kebendaan daaragerorangan. Agunan
kebendaan dapat berupa hak tanggungan, gadai,khipain jaminan fidusia.
Sedangkan untuk agunan perorangan dapat berap@orate guaranteedan
personal guaranteé&

Khusus untuk agunan kebendaan berupa jaminanididabjek jaminan
dapat saja berupa benda bergerak atau tidak bkyrdemada berwujud atau tidak
berwujud, benda terdaftar atau tidak terdaftar. atjalin demikian, UUJF tidak
menjelaskan apa saja yang termasuk benda bergernaki@dak bergerak, benda
berwujud atau tidak berwujud dan benda terdaftau didak terdaftar. Akan
tetapi dalam praktek perbankan, benda-benda yajaglikhhin objek jaminan
fidusia dapat berupa mesin-mesin, piutang, baramgry persediaastbck klaim
asuransi dan bangunéh.

Perkembangan pemberian jaminan fidusia semakininglest setelah
berlakunya UUJF, khususnya sektor industri dangmadgan. Untuk pembiayaan
investasi, Bank dalam praktek mewajibkan kepadatalebntuk menyerahkan
benda yang menjadi objek pembiayaan kredit. Haletart dimaksudkan untuk
memudahkan Bank mengontrol penggunaan kredit dagrasipnal debitor.
Disamping itu Bank dapat juga meminta jaminan bafaminan perorangan atau
jaminan perusahaan.

Secara formal ketentuan tentang jaminan diatua dalam Pasal 1 angka
23 dan Pasal 8 UUP, akan tetapi pengaturan dalaai fmsebut tidaklah jaminan
secara yuridis materiil, karena fungsi jaminan secaiirids materiil ditujukan
sebagai tindakan preventif sebagaimana yang dikdalEm hukum jaminan
selama ini. Pembahasan dalam tulisan ini diarakkpada analisa klaim asuransi
sebagai agunarcgllateral) yang merupakan jaminan dari fasilitas kredit,asac

yuridis materiil dimaksudkan sebagai tindakan pné¥eguna melindungi Bank

® Hasil penelitian penulis di Kantor Notaris Rismalefasri, SH., Jakarta Selatan.,
Januari 2010 — Juli 2010.
™ bid.
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sebagai kreditor pemberian pinjaman dengan jamiklamm asuransi yang
merupakan benda tidak berwujud.

2.2 TINJAUAN TENTANG BENDA DAN HAK KEBENDAAN
2.2.1 Pengertian Benda

Benda ialah benda yang berwujud yang dapat diggmglengan panca-
indera tapi benda yang tak berwujud termasuk bgrgia Pendek kata pengertian
benda secara yuridis ialah segala sesuatu yang daggadiobject eigendom
(hak milik)."?

Pengertian benda menurut Frieda Husni Hasbullaiabhdsesuatu yang
dapat dikuasai manusia, dapat diraba maupun tdi@sat dinilai dengan uang
atau setidak-tidaknya berharga untuknya dan meaupaatu kesatuan serta
bersifat mandiri

Sedangkan pengertian benda menurut Pasal 1 andkdlB benda adalah
segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkaak lyang berwujud maupun
yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidakddtar, yang bergerak
maupun yang tidak bergerak, yang tidak dapat diiebak tanggungan atau
hipotik.

Menurut Pasal 499 KUHPerdata: “ barang adalaht@&pda dan tiap hak
yang dapat menjadi objek dari hak hak milik”.

Hukum Benda saat ini masih diatur dalam beberagankuan hukum,
KUHPerdata mengatur mengenai benda bergerak, bdegerak, berwujud dan
tidak berwujud. UUPA mengatur tentang benda tidetgérak (tanah) dan UUJF
menambahkan adanya benda terdaftar dan tidak terdaklain yang diatur
KUHPerdata.

2.2.2 Hak Atas Kebendaan
Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu besig ypemberikan

kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapatatiankan terhadap

2 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,Hukum Perdata:Hukum BengdgYogyakarta:
Liberty, 2000), hal. 13.

3 Frieda Husni Hasbullah (b), Hukuttebendaan Perdata: Hak-hak Yang Memberi
Kenikmatan (Jakarta: Penerbit Ind, Hil-Co, 2002), hal. 28.
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siapapun. Hak kebendaan memiliki sifat absglaitu mengikat setiap orang

sedangkan hak perorangan sifatnya relatif yaitly&anengikat para pihak dalam

suatu perjanjiaf?

Dalam hukum perdata dibedakan antara hak peronafige relatif) dan

hak kebendaan (hak absolut) yaitu:

a. Hak perorangan, yaitu hak yang timbul karermikptan (timbul dari

perjanjian atau undang-undang) yang mempunyai-Siiat hak perorangan

yaitu:”

1) Hak yang sifatnya relatif.

2) Menimbulkan hubungan hukum antara dua orang atah kerkaitan dengan
suatu benda atau hal tertentu.

3) Mengenal asas kesamaan atau keseimbangan hak.

4) Dalam hal ada tuntutan atau gugatan, maka hanyat diépkukan terhadap
pihak lawannya dalam perjanjian.

b. Hak Kebendaan adalah suatu hak yang absoinyatiak yang melekat pada

suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atal lersebut dan dapat

dipertahankan terhadap tuntutan setiap orang. ldakrdaan memiliki sifat-sifat

yaitu:®

1) Hak kebendaan adalah hak mutlak (absoldjtu dapat dipertahankan
terhadap siapapun.

2) Hak kebendaan memilikdroit de suite hak mengikuti benda ditangan
siapapun berada.

3) Memiliki droit de preferencehak untuk didahulukan.

4) Hak menuntut kebendaan.

5) Memiliki hak penuh untuk mengalihkan.

2.2.3 Pengaturan Tentang Benda
Mengenai hukum benda telah diatur dalam peratpeanndang-undangan

sebagaimana dicatat dibawah ini:

" bid., hal. 55.
S |bid.
% |bid., hal. 52 - 54
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a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pada KUHPerdata terdapat beberapa kelompok bemita Ypenda
berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak daaktidergerak, benda yang
dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai héisda yang sekarang ada dan di
kemudian hari akan ada, benda yang dapat dibagiydag tidak dapat dibagi,
benda yang dalam perdagangan dan diluar perdagaDgamping itu juga ada
kebutuhan untuk membedakan benda dalam benda yadgftar dan tidak
terdaftar.

b. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Beberapa ketentuan Hukum Benda dalam KUHPerdata g@engenai:
Buku Il KUHPerdata sepanjang yang mengenai bumisaita kekayaan alam
yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan-keten mengenai hipotik,
dicabut berdasarkan Undang-undang Republik Indanesingan berlakunya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeratDasar Pokok-pokok
Agraria ketentuan mengenai Bumi, Air serta kekayalm yang terkandung
didalamnya.

c. Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 188&ng Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda YangiBerkDengan Tanah,
yang mencabut ketentuan mengenai Hipotik sebagaindatur dalam Buku Il
KUHPerdata Indonesia sepanjang mengenai tanah.

d. Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF)

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42umal999 tentang
Jaminan Fidusia (UUJF), benda adalah segala segaaty dapat dimiliki dan
dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidakwhgud, yang terdaftar
maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maumng ytidak bergerak yang
tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

2.2.4 Macam-macam Benda

a. Menurut KUHPerdata, benda dibedakan menjadi:
1) Benda bertubuh dan tak bertubuh (Pasal 503);
2) Benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 );
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Benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dikeid?asal 505).

Menurut UUPA

Menurut Boedi Harsono, ruang lingkup UUPA adalatkum agraria

dalam arti sempit karena UUPA hanya mengatur paazht’ Sejalan dengan

penjelasan bagian Il UUPA mengatur hal-hal sebagakut:

1)

2)

3)

Meletakan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Aghasional yang
akan merupakan alat untuk membangun kemakmuramhkgiman dan
keadilan bagi negara dan rakyat terutama rakyait datam rangka
masyarakat yang adil dan makmur.

Meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuarkefmtlerhanaan
dalam hukum pertanahan.

Meletakan dasar-dasar untuk memberikan kepastiemmnumengenai hak-

hak atas bagi rakyat seluruhnya.

Menurut UUJF

1)
2)
3)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4), benda dibagi atas:
Benda bergerak dan tidak bergerak.
Benda berwujud dan tidak berwujud.

Benda terdaftar dan tidak terdaftar.

FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN HAK KEBENDAAN

2.3.1 Pengertian Fidusia

Fidusia, menurut asal katanya berasal dari kédas yang berarti

kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, makangaouhukum antara pemberi

fidusia (debitor/pemilik benda jaminan dan penerfidasia (kreditor) merupakan

hubungan hukum yang berdasarkan keperca{fadtemberi fidusia percaya

bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak nbiikang yang telah

diserahkan, setelah pelunasan hutang debitor. iBey@| penerima fidusia

percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyaladgan barang jaminan yang

berada di dalam kekuasaan pemberi fidusia.

" Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesiejarah Undang-Undang Pokok Agraria,

Misi dan Pelaksanaannydilid | Hukum Tanah Nasional, (Djambatan, Jakarta, EGGb2 hal. 5.

® Gunawan Widjaja dan Ahmad Yaniaminan Fidusia,cet. 3, (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2000), hal. 119.
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Latar belakang lahirnya lembaga jaminan fidusialad&arena adanya
kebutuhan dalam praktéR. Kebutuhan tersebut didasarkan atas fakta-fakta
berikut:

a. Barang bergerak sebagai jaminan hutang.

Sebagaimana diketahui bahwa menurut sistem hukaa) Bahwa jika
yang menjadi objek jaminan hutang adalah bendaebaskg maka jaminannya
diikat dalam bentuk gadai. Dalam hal ini, objek gjaigrsebut harus diserahkan
kepada pihak yang menerima gadai (kreditor).

Akan tetapi, terdapat kasus-kasus dimana objekn@mhutang masih
tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitogangnenyerahkan kekuasaan
atas barang tersebut kepada kreditor, sementaak gileditor tidak mempunyai
kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebettathkan kepadanya.

Karena itu dibutuhkanlah adanya suatu bentuk jamihatang yang
objeknya masih tergolong benda bergerak tetapiatanpnyerahkan kekuasaan
atas benda tersebut kepada pihak kreditor. Akhjrnyancullah bentuk jaminan
baru dimana objeknya benda bergerak, tetapi keknastas benda tersebut tidak
beralih dari debitor kepada kreditor. Inilah yangmudian disebut dengan
jaminan fidusia.

b. Tidak semua hak atas tanah dapat dihipotikkan.

Latar belakang lain yang memotivasi timbulnya dasrkbmbangnya
praktek fidusia adalah adanya hak atas tanah tery@mg tidak dapat dijaminkan
dengan hipotik atau hak tanggungan. Misalnya dahalupakai atas tanah tidak
dapat dijaminkan dengan hipotik, sehingga atasgaiai tersebut diikat dengan
jaminan fidusia®
c. Barang objek jaminan hutang yang bersifat khusus.

Ada barang-barang yang sebenarnya masih termasakigbdergerak,
tetapi mempunyai sifat-sifat seperti barang tidalergbrak. Sehingga
pengikatannya dengan gadai dirasa tidak cukup m&kana terutama karena
adanya kewajiban menyerahkan kekuasaan dari bebgk gaminan hutang

tersebut. Karena itu, lembaga fidusia menjadi ailihMisalnya, fidusia atas

® Munir FuadyJaminan Fidusiacet. 2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 1.
80| i
Ibid.
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pesawat terbang dahulu sebelum berlakunya UndadgitégnNomor 15 Tahun
1992 tentang Penerbangin.
d. Perkembangan pranata hukum kepemilikan yang baru.

Perkembangan kepemilikan atas benda-benda tert@nga tidak
selamanya dapat diikuti oleh perkembangan hukunmngm sehingga ada hak-
hak atas barang yang sebenarnya tidak bergeralpi tetlak dapat dikaitkan
dengan hipotik. Misalnya, satuan rumah susun yabgndun di atas tanah hak
pakai tidak dapat dibebani dengan hipotik. Maka &amgdUndang Nomor 16
Tahun 1985 tentang Rumah Susun memperkenalkanidideshadap hak atas
satuan rumah susun tersebut. Akan tetapi, dengdakbeya Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selagutisebut UUHT),
maka hak atas satuan rumah susun di atas tanalpdiai sekarang dapat
dibebani hak tanggungan asalkan memenuhi syaredtsyi dalam UUHT
tersebut.

e. Barang bergerak sebagai objek jaminan hutang tidplt diserahkan.

Adakalanya pihak kreditor dan pihak debitor sanmassa tidak
berkeberatan agar diikatkan jaminan hutang berupdaigatas hutang yang
dibuatnya, tetapi barang yang dijaminkan karenaaasdan lain hal tidak dapat
diserahkan kepemilikannya kepada pihak kreditorsaifiya, saham perusahaan
yang belum dicetak sertifikatnya.

Dalam perkembangannya, fidusia pada awalnya dismjydada pemberian
kredit dengan jaminan hanya untuk benda-benda f@cg@ang berwujud dalam
bentuk peralatan, kemudian fidusia juga dipakaiukinbenda-benda bergerak
tidak berwujud bahkan juga untuk benda tidak bexgeenda tetap. Pada masa
kemerdekaan, Mahkamah Agung Rl pernah mengelugmiasprudensi dengan
putusannya No. 372/K/Sip/1970 tanggal 1 SeptemB&il lyang memutuskan
bahwa fidusia hanya berlaku untuk benda bergergk Saujuan Mahkamah
Agung tersebut untuk menertibkan dan meluruskanbdimiembaga jaminan
fidusia yang menurut riwayatnya hanya untuk jamibanda bergera¥¢. Namun

dalam praktek perbankan di Indonesia, jaminan fedwmpat dibebankan atas

ipid.
8Hasbullah (a)op.cit, hal. 51.
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benda-benda tetap (tidak bergerak), terutama bé&ddl bergerak/tanah yang
tidak dapat dijaminkan dengan lembaga hipotik/l@igtjungan.

Kemudian pada era reformasi, mengingat kebutuhag g&rus meningkat
bagi dunia usaha dan keberadaan fidusia yang hdmwmegang pada
yurisprudensi, maka pemerintah mengeluarkan UUJdgkumenjamin kepastian
hukum dalam penjaminan benda-benda bergerak yandabga masih dalam
penguasaan debitor/pemilik benda jaminan sebagabee fidusia.

Beberapa asas yang dianut dalam UUJF ad&lah:
Asas kepastian hukum;
Asas pendaftaran;
Asas perlindungan yang seimbang;
Asas menampung kebutuhan praktek;

Asas tertulis otentik;

-~ o 2 0 T ®

Asas pemberian kedudukan yang kuat kepada kreditor.

UUJF mendefinisikan fidusia sebagai berikut: “Fidusdalah pengalihan
hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayeragan ketentuan bahwa
benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap daleenguasaan pemilik
benda.®
Mengenai jaminan fidusia, UUJF memberikan batashagai berikut:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas bendaebskgbaik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidekgerak
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani halggtegan
sebagaimana dimaksud dalam UUHT yang tetap bemdagenguasaan
Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasang utertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Pemefidusia
terhadap kreditor lainny&®

Dari definisi yang diberikan tersebut jelas bagtakibahwa fidusia
dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia mekan suatu proses
pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia @ugaminan yang diberikan

dalam bentuk fidusia.

8gatrio,op.cit, hal 158.
#Indonesia (b)loc.cit, ps. 1 ayat (1).
®lbid., ps. 1 ayat (2).
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Berbeda denganfiducia cum creditore contractadimana kreditor
berkedudukan sebagai pemilik secara sempurna arasn@ yang difidusiakan,
pengalihan hak kepemilikan pada lembaga jaminarsigdyang kita anut saat ini
bertujuan sebagai jaminan pelunasan hutang dambukak seterusnya dimiliki
oleh kreditor sebagai penerima fidu&a.

Lembaga jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebadperikut:

1) Jaminan kebendaan

Lembaga jaminan fidusia merupakan termasuk jamkedendaan, hal ini
didasarkan adanya kewajiban pendaftaran objek pmifidusia di Kantor
Pendaftaran Fidusia (Pasal 11 jo Pasal 12 UUJH) yaengisyaratkan adanya
asas publisitas yang harus dipenuhi serta kedudkiiehtor pemegang jaminan
fidusia yang didahulukan terhadap kreditor lain(®asal 1 angka (2) UUJF).

2) Droit de Preference

Pasal 1 angka (2) UUJF menyatakan bahwa penerdnaidi mempunyai
kedudukan yang diutamakan terhadap kreditor lainn@dudukan yang
diutamakan inilah yang menyebabkan kreditor pemgggaminan fidusia
memiliki hak preferen.

Selain Pasal 1 angka (2), Pasal 27 ayat (1) dad{dfF juga menegaskan
kembali hak preferen yang dimiliki kreditor pemeggaminan fidusia. Hak yang
didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima ifidusmtuk mengambil
pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yargadi objek jaminan
fidusia.

Dalam hal pemberi fidusia mengalami kepailitan, BUdhenyatakan
bahwa hak yang didahulukan yang dimiliki penerintudia tidak akan hapus.
Hal ini sejalan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nd@woFahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utamg menentukan
bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia dzerdi luar kepailitan
sehingga dapat dieksekusi seolah-olah tidak tekjekilitan.

3) Jaminan Pelunasan Hutang.
Sebagaimana telah diketahui, fidusia menganutipredanya pengalihan

hak milik secara kepercayaan dari pemberi fidusaakla penerima fidusia,

80ey Hoey Tiong,Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatétakarta: Ghalia
Indonesia, 1999), hal. 46.
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namun hak milik ini dibatasi dengan adanya ketentiehwa peralihan hak milik
yang terjadi dilakukan semata-mata sebagai jami@dumnasan hutang. Sehingga
peralihan hak milik yang terjadi dalam fidusia et artinya dengan peralihan
hak milik dalam hal terjadi jual-beli. Penegasamvea objek jaminan fidusia
bertujuan sebagai jaminan bagi pelunasan hutadggat dalam Pasal 1 angka (2)
UUJF.

Pasal 7 UUJF mengatur tentang jenis hutang yangngsannya dapat
dijamin oleh jaminan fidusia. Namun pengertian hgtgang terdapat dalam pasal
tersebut tidak terbatas pada pengertian yang dikgat dalam pasal tersebut,
melainkan meliputi juga perikatan yang dimaksudadmlPasal 1233 dan 1234
KUHPerdata yang mengatur mengenai hutang yang tikavana undang-undang
dan hutang yang timbul karena perjanjian.

4) Jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUJF, bendg démebani jaminan
fidusia wajib didaftarkan. Dalam penjelasannya diakan bahwa pendaftaran
benda yang dibebani jaminan fidusia dilaksanakatempat kedudukan pemberi
fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda baif parada di dalam maupun
di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk reeuohi asas publisitas
sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadatérdginnya mengenai benda
yang telah dibebani jaminan fidusia.

5) Larangan adanya fidusia ulang.

Larangan diadakannya fidusia ulang ditegaskan ddtasal 17 UUJF,
sehingga tidak mungkin objek jaminan fidusia yandah terdaftar difidusiakan
lagi oleh pemberi fidusia. Hal ini mengingat tel@njadi pengalihan hak milik
secara kepercayaan kepada penerima fidusia, sehipgmberi fidusia tidak
memiliki kewenangan untuk membebankan jaminan fadyang kedua atas objek
yang bersangkutan.

6) Droit de Suite.

Pasal 20 UUJF menegaskan bahwa jaminan fidusig te¢mgikuti benda
yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangapapan benda tersebut berada,
kecuali pengalihan atas benda persediaan yang diestigek jaminan fidusia.

Namun untuk menjaga kepentingan penerima fidusisalP21 ayat (2) UUJF
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mewajibkan benda yang persediaan yang dialihkaelet untuk diganti dengan

objek yang nilai dan jenisnya setara.

2.3.2 Objek Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan objek jaminan fidusia adakda-benda yang
dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebansfadDi dalam UUJF terdapat
beberapa pasal yang mengatur mengenai objek jarfichasia, yakni:

a. Pasal 1 angka (2)

Di dalam ketentuan pasal ini, secara tegas disebhutiahwa objek
jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yangijaed maupun yang tidak
berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangyaamg tidak dapat
dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dALHHT.

b. Pasal 3

Pasal 3 menyatakan bahwa UUJF tidak berlaku tephbdl tanggungan,
hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kdterukuran 20 m? atau lebih,
hipotik atas pesawat terbang, dan gadai. Dengankdemobjek jaminan fidusia
menurut Pasal 3 merupakan objek yang bukan termisulalam apa yang
disebutkan dalam Pasal 3 tersebut.

c. Pasal 9 ayat (1)

Bunyi Pasal 9 ayat 1 adalah sebagai berikut: “Jamifidusia dapat
diberikan terhadap satu atau lebih satuan atas pEmda, termasuk piutang, baik
yang telah ada pada saat jaminan diberikan maugum giperoleh kemudiarf®

Dari ketentuan tersebut, secara nyata disebutkémvadaiutang dapat
menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini juga sesdahgan Pasal 1 angka 2, yang
menyebutkan benda bergerak tidak berwujud dapatdi#gn objek jaminan
fidusia.

d. Pasal 10
Di dalam Pasal 10, dinyatakan bahwa objek jamiidusia meliputi hasil
yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminawsial dan klaim asuransi

dalam hal objek jaminan fidusia diasuransikan.

#Indonesia (b)pp.cit, ps. 9 ayat (1).
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Dari uraian diatas, maka benda-benda yang dapabalith jaminan fidusia
adalah:

1) Benda bergerak berwujud;

2) Barang bergerak tidak berwujud,;

3) Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baikdaebergerak berwujud
atau benda bergerak tidak berwujud atau hasiltdarda tidak bergerak yang
tidak dapat dibebani hak tanggungan;

4) Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objakinan fidusia
diasuransikan;

5) Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidgat dibebani hak
tanggungan yaitu bangunan rumah yang dibangunadi @nah orang lain
sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 198 Perumahan dan
Pemukiman;

6) Benda-benda yang termasuk piutang yang telah ada gaat jaminan
diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian ha

Lain halnya dengan lembaga hak tanggungan, satek ojmng sudah
dibebankan jaminan fidusia tidak dapat dibebankgn Hal ini mengingat UUJF
tentang Jaminan Fidusia masih menganut prinsipsiddeebagai peralihan hak
milik (secara kepercayaan) sebagai jaminan hutang.

Satu-satunya kemungkinan fidusia dapat diberikgrata lebih dari satu
kreditor terdapat dalam Pasal 8 UUJF tentang Jamifiausia. Di dalam
penjelasan Pasal 8 tersebut, fidusia ulang nampakagya dimaksudkan dalam
bentuk pemberian kredit konsorsium atau sindikasi.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwalagang sama tidak
dapat dibebani jaminan secara ulang untuk diberikepada lebih dari satu
kreditor kecuali jika diberikan secara bersama-spada waktu yang bersamaan

dan semua kreditor saling mengetahui adanya dudedén kreditor tersebfft

®Fuady,op.cit, hal. 22.

Pelaksanaan pendaftaran..., Tety Setiawaty,FHUI,20#lversitas Indonesia



37

2.3.3 Pembebanan Fidusia

Menurut Munir Fuady dalam bukunya Jaminan Fidusjarat-syarat agar
sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tenfahgsia adalah sebagai
berikut®:

a. Terdapat perjanjian yang bersifakelijk

b. Adanya titel untuk suatu peralihan hak.

c. Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari gramg menyerahkan
benda.

d. Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengarstitutum possessoriubagi
benda bergerak yang berwujud, atau dengan carie eggek hutang piutang.

Mengenai penyerahan dalam fidusia ini, pihak yarenyerahkan atau
pemberi fidusia haruslah benar-benar pemilik, dend@mikian ia menyimpang
Pasal 1977 KUHPerdata dan juga berbeda dari galéhi,karena pada gadai, hal
tidak berkuasanya pemberi gadai untuk bertindalapettas barang gadai tidak
menyebabkan tidak sahnya gadai tersebut sebagaidiaebutkan pada Pasal
1152 ayat (4) KUHPerdaf4.

Tahap pertama didahului dengan dibuatnya perjapakok yang berupa
perjanjian hutang piutang, mengingat fidusia mekapgperjanjian tambahan atau
accessoir.Perjanjian pokok yang berupa perjanjian hutandgapiy dapat dibuat
dengan akta dibawah tangan yang artinya dibuatloteditor dan debitor sendiri
atau melalui akta otentik yang dibuat dihadapaanmtDi dalam pasal perjanjian
hutang piutang harus dirumuskan hutang yang pednmgs dijamin dengan
fidusia.

Didahuluinya pembuatan perjanjian pokok yang bepg@anjian hutang-
piutang ini sesuai dengan sifatcessoirdari fidusia yang artinya pembebanan
fidusia merupakan ikutan atau tambahan dari pesjanpokok. Pasal 4 UUJF
menegaskan jaminan fidusia merupakan perjanjiataikaari suatu perjanjian

pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihakkimemenuhi prestasi.

®lbid., hal. 4 mengutip Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan datatokum Jaminan di
Indonesia. Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangen,”, (Yogyakarta: Liberty
Yogyakarta)

Oey Hoey Tiongpp.cit, hal. 22.
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Tahap kedua berupa pembebanan benda dengan jafilngia yang
ditandai dengan pembuatan akta jaminan fidusia yditapdatangani kreditor
sebagai penerima fidusia dan pemberi fidusia (debitau pemilik benda
jaminan). Dalam akta jaminan fidusia, selain dioarkan hari dan tanggal
pembuatan, juga dicantumkan mengenai waktu atapg@nbuatan akta tersebut.
Bentuk akta jaminan fidusia adalah akta otentikgydibuat oleh serta di hadapan
notaris. Akta jaminan fidusia dalam bentuk aktaanstsekurang-kurangnya harus
memuat’*

a. ldentitas pihak pemberi fidusia (debitor atau pémienda jaminan) dan
penerima fidusia (kreditor). ldentitas ini meliputema lengkap, agama,
tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat dagg#& lahir, jenis
kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. Datajgdian pokok adalah
perjanjian hutang dan besarnya hutang yang dijalaigan fidusia. Hutang
yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidugmaidaerupa:

1) Hutang yang telah ada;

2) Hutang yang akan timbul di kemudian hari yang telgderjanjikan dalam
jumlah tertentu yang dikenal dengan istilah “kojeiri;

3) Hutang yang pada saat eksekusi dapat ditentukalalmya berdasarkan
perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memesuhtu prestasi.
Hutang yang dimaksud adalah hutang bunga atasnpamjgpokok dan
biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kaamud

c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jamindnsfa. Benda-benda
yang meliputi objek jaminan fidusia harus diuraikdalam akta jaminan
fidusia meliputi identifikasi benda tersebut.

d. Nilai penjaminan.

Tentang nilai penjaminan, kreditor sebagai penerifitusia harus
menentukan berapa nilai penjaminan yang harusagitan dalam akta jaminan
fidusia. Nilai penjaminan diperlukan untuk menemtukbesarnya hak preferen
yang dimiliki kreditor jika jaminan fidusia itu disekusi atau dijual. Nilai

penjaminan adalah penetapan jumlah hutang yang ligamin dengan jaminan

“IDikutip dari Akta Jaminan Fidusia Nomor 22 tanggal 18 April 2088gydibuat oleh
Notaris X di Jakarta.
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fidusia yang tercantum dalam akta jaminan fidusiagyditetapkan oleh kreditor

dengan memperhitungkan jumlah hutang pokok, butgiacdla, dan biaya lainnya.

Untuk memudahkan penetapan jumlah atau nilai pang@m yang

memperhitungkan hutang pokok, bunga, denda, dagablainnya dengan

menetapkan dengan nilai misalnya 150% dari hutakglp®

Jadi penetapan nilai penjaminan ini harus lebigdirdari jumlah hutang
pokok yang tercantum dalam perjanjian kredit kardalam menetapkan nilai
penjaminan, kreditor harus memperhitungkan jumlakatg pokok, ditambah
bunga dalam waktu tertentu, dan biaya lainnyadibitor cidera janjF.

e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia ditentukan berapa
nilainya atau harganya. Besarnya nilai atau hamrgad®d yang menjadi objek
jaminan fidusia digunakan untuk menentukan
1) Besarnya kredit yang dapat diberikan;

2) Untuk menentukan nilai penjaminan;

3) Untuk menentukan nilai jaminan pengganti jika begdag menjadi jaminan
fidusia berupa benda persediaan, stok bahan bakandp jadi atau portofolio
perusahaan efek yang setiap saat berubah-ubahakbeswla tersebut dijual
setiap bulannya atau digunakan untuk bahan produksi

4) Benda pengganti objek jaminan fidusia tersebutimjka harus sama dengan
nilai pada saat awal penetapan nilai benda yangjatiembjek jaminan
fidusia.

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 86 T&000 tentang Tata
Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Penmmbédizm Jaminan Fidusia
dicantumkan biaya pembuatan akta jaminan fidusigyy
a) Nilai penjaminan < Rp 50.000.000,00 dikenakan bipgbng banyak sebesar

Rp 50.000,00.

9Mira Ayu RadityaKajian Lembaga Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia
Dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman Untuk Pembiayaan Kredimiflean Rumah (KPR)
Dalam Rangka Pelaksanaan Secondary Mortgage Facility (SKEgis Magister Kenotariatan,
Depok, 2009) hal. 60. Mengutip Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkrétdittan Bank, (Bandung:
Alfabeta, 2003), hal. 215.

% |bid. hal. 61

* Ibid.
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b) Nilai penjaminan > Rp 50.000.000,00 — Rp 100.000,00 dikenakan biaya
paling banyak sebesar Rp 100.000,00.

¢) Nilai penjaminan > Rp 100.000.000,00 — Rp 250.000,00 dikenakan biaya
paling banyak sebesar Rp 200.000,00.

d) Nilai penjaminan > Rp 250.000.000,00 — Rp 500.000,@0 dikenakan biaya
paling banyak sebesar Rp 500.000,00.

e) Nilai penjaminan > Rp 500.000.000,00 — Rp 1.000.000,00 dikenakan
biaya paling banyak sebesar Rp 1.000.000,00.

f) Nilai penjaminan > Rp 1.000.000.000,00 — Rp 2.500.000,00 dikenakan
biaya paling banyak sebesar Rp 2.000.000,00.

g) Nilai penjaminan > Rp 2.500.000.000,00 — Rp 5.000.000,00 dikenakan
biaya paling banyak sebesar Rp 3.000.000,00.

h) Nilai penjaminan > Rp 5.000.000.000,00 — Rp 10.000.000,00 dikenakan
biaya paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00.

i) Nilai penjaminan > Rp 10.000.000.000,00 dikenak#&yd® paling banyak
sebesar Rp 7.500.000,00.

Tahap ketigaditandai dengan pendaftaran akta jaminan fidusiaditor
Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pembersitd Hal ini sesuai dengan
Pasal 11 jo. Pasal 12 UUJF yang menentukan bahmdabang dibebani dengan

fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaranusic.

2.3.4 Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan untuk memeimsas publisitas,
sehingga diharapkan dapat memberikan kepastiamhblagi kreditor khususnya
dan pihak ketiga serta masyarakat pada umumnyanmagagetahui suatu benda
yang dijadikan objek jaminan fidusia. Dengan mealyet apakah suatu benda
dibebani jaminan fidusia atau tidak, masyarakat nakserhati-hati untuk
melakukan transaksi atas benda yang dibebani janfidasia. Pasal 18 UUJF
sebagai perwujudan dari asas publisitas menegas&hwa segala keterangan
mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusiagyada pada Kantor

Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.
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Kewajiban pendaftaran ini tentu bukan tanpa alaséenurut Pasal 37
ayat (3) UUJF, jika dalam jangka waktu dimaksudkidiilakukan penyesuaian,
maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan mekan hak agunan atas
kebendaan sebagaimana dimasud dalam undang-undan@JWJF), maka
perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftar kdanempunyai hak yang
didahulukan (preferen) baik di dalam maupu dilugpdilitan dan atau likuidasi.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukaad¢apienteri Hukum
dan HAM melalui Kantor Pendaftaran Fidusia yangwesrang dan diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh kreddatau kuasanya atau
wakilnya. Yang dimaksud dengan kuasa adalah orarg ynendapat kuasa
khusus dari penerima fidusia untuk mewakili kepegagnnya dalam penerimaan
jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Sedangkangydimaksud dengan wakil
adalah orang yang secara hukum dianggap mewakilerpea fidusia dalam
penerimaan jaminan fidusia, misalnya wali amanalab prakteknya penerima
fidusia memberikan kuasa kepada notaris yang metmdkta jaminan fidusia
untuk melakukan pendaftaran akta jaminan fidusigatitor Pendaftaran Fidusia
dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jamidasid.

Pendaftaran fidusia sendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Carala®aran Jaminan
Fidusia dan Biaya Pembuatan Aka Jaminan Fidusiag ¥@mudian diatur lebih
lanjut dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HalashdMianusia Nomor
M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tanggal 30 Oktober 2000ateg Bentuk Formulir
dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Keputusa kemudian
ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Direktur JeradeAdministrasi Hukum
Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia NomdiT®1.10-22
tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fitugjgal 15 Maret 2005. Dalam
surat edaran tersebut disebutkan bahwa persyapatashaftaran jaminan fidusia
yang merupakan kelengkapan data terdiri atas:

a. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia kepada Mesgeara tertulis dalam
bahasa Indonesia, yang ditandatangani oleh peneifioingia, kuasa atau

wakilnya;
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Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang ditandani oleh penerima
fidusia, kuasa atau wakilnya yang memuat identppdsak pemberi dan
penerima fidusia, nama, dan tempat kedudukan sojamg membuat akta
jaminan fidusia, data perjanjian pokok yang dijartusia, uraian mengenai
benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilaijasmnan dan nilai benda
yang menjadi objek jaminan fidusia. Pernyataan aftachn jaminan fidusia
berbentuk formulir yang bentuk dan isinya telahetdipkan oleh Menteri
Hukum dan HAM yang berlaku sama di seluruh Kanemdaftaran Fidusia di
Indonesia.
Salinan akta jaminan fidusia yang dibuat dalam saHadonesia. Dalam hal
akta jaminan fidusia dibuat dalam bahasa asingshditarjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia;
Surat kuasa, apabila dikuasakan, bermeterai ct&upasuk terjemahan surat
kuasa dalam bahasa Indonesia apabila berbahaga dem
Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahuf ®8@ang Jenis

dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan P3jakg berlaku pada

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000-0@aya pendaftaran
sebesar Rp. 25.000,- per akta.

Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 50.000.000,- gamdengan Rp.
100.000.000,- biaya pendaftaran sebesar Rp. 50.p@0akta.

Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 100.000.000,m@a dengan Rp.
250.000.000,- biaya pendaftaran sebesar Rp. 100 880akta.

Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 250.000.000,msa dengan Rp.
500.000.000,- biaya pendaftaran sebesar Rp. 200 080akta.

Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 500.000.000,m@a dengan Rp.
1.000.000.000,- biaya pendaftaran sebesar Rp. @@0.Per akta.

Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 1.000.000.006gmpai dengan Rp.
100.000.000.000,- biaya pendaftaran sebesar RpD@DP per akta.

Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 100.000.000.0@@mpai dengan Rp.
500.000.000.000,- biaya pendaftaran sebesar Rp0.D®0,- per akta.
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8) Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 500.000.000.06@mpai dengan Rp.
1.000.000.000.000,- biaya pendaftaran sebesar.BRp0.800,- per akta.
9) Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 1.000.000.000,0®iaya pendaftaran
sebesar Rp. 6.400.000,- per akta.
10)Biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantaand Sertifikat
jaminan fidusia Sertifikat jaminan fidusia sebes@p. 100.000,- per
permohonan.
11)Biaya penghapusan atau pencoretan Sertifikat Janfidusia sebesar Rp.
50.000,- per permohonan.
12)Biaya permohonan penggantian Serifikat Jaminan sféddyang rusak atau
hilang:
= Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000:00@iaya
pendaftaran sebesar Rp. 25.000,- per akta.
= Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 50.000.000,- ga@mdengan Rp.
100.000.000,- biaya pendaftaran sebesar Rp. 50 pé0akta.
= Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 100.000.000mpsa dengan Rp.
250.000.000,- biaya pendaftaran sebesar Rp. 100 0&0akta.
* Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 250.000.000msa dengan Rp.
500.000.000,- biaya pendaftaran sebesar Rp. 200 080akta.
= Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 500.000.000mpai dengan Rp.
1.000.000.000,- biaya pendaftaran sebesar Rp. @00 Per akta.
= Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 1.000.000.0@@&mpai dengan Rp.
100.000.000.000,- biaya pendaftaran sebesar RpO@DP per akta.
= Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 100.000.000.088mpai dengan Rp.
500.000.000.000,- biaya pendaftaran sebesar Rp0.D@0,- per akta.
= Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 500.000.000.088mpai dengan Rp.
1.000.000.000.000,- biaya pendaftaran sebesar.Rp0.800,- per akta.
= Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 1.000.000.000,0biaya pendaftaran
sebesar Rp. 6.400.000,- per akta.
Setelah Kantor Pendaftaran Fidusia menerima pernash@endaftaran
dari penerima fidusia atau kuasanya, maka Kanterd&aran Fidusia akan

memuat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia@gp@anggal yang sama

Pelaksanaan pendaftaran..., Tety Setiawaty,FHUI,20#lversitas Indonesia



44

dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftasdikakmencatat ke dalam
Buku Daftar Fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fmlusidak berwenang

melalukan penilaian terhadap kebenaran data yaagiimkan dalam Pernyataan
Pendaftaran Jaminan Fidusia. Dalam hal ini ketikakdkan pencatatan dalam
Buku Daftar Fidusia, petugas pendaftaran hanya dmamg melakukan

pengecekan data saja sebagaimana yang dimaksuml pafgelasan Pasal 13 ayat
(2) UUJF.

Bukti bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia telah menjamminan fidusia
dalam Buku Daftar Fidusia maka Kantor Pendaftaratudta menerbitkan
Sertifikat Jaminan Fidusia yang diberi tanggal yasegma dengan tanggal
penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat FamiRidusia merupakan
salinan dari Buku Daftar Fidusia yang kemudian rdiskan kepada penerima
fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut menuattan-catatan tentang hal-
hal sebagaimana tercantum dalam pernyataan peradafeasebut di atas.

Di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkanakedta “DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Hal ini
berarti bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempukghuatan eksekutorial yang
dipersamakan dengan putusan pengadilan yang tekxmperoleh kekuatan
hukum tetap. Akibatnya Sertifikat Jaminan Fidusiai idapat langsung
dieksekusi/dilaksanakan tanpa melalui proses pmrgeh dan pemeriksaan
melalui pengadilan dan bersifat final serta mergilgra pihak untuk
melaksanakan putusan tersebut.

Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yangatgum dalam
Sertifikat Jaminan Fidusia, penerima fidusia walitengajukan permohonan
pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kaemalafaran Fidusia. Kantor
Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengaggal penerimaan
permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubefrsebut dalam Buku
Daftar Fidusia dan menerbitkan bagian tak terpiaah#tari Sertifikat Jaminan

Fidusia.

2.3.5 Pengalihan Objek Jaminan Fidusia
a. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Penerithasia
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Jaminan fidusia adalah hak jaminan kebendaan ydvepankan pada
benda bergerak berwujud maupun yang tidak berwd@rdbenda tidak bergerak
yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Hakapatl dialihkan. Tetapi karena
jaminan fidusia bersifahccessoirmaka beralihnya jaminan fidusia tidak dapat
dilepaskan dari perjanjian pokok yaitu perjanjiaadit/perjanjian hutang piutang.

Perjanjian kredit/perjanjian hutang piutang menudukum dapat
dialihkan kepada pihak lain. Kreditor sebagai petinbginjaman dapat
mengalihkan piutangnya kepada kreditor lainnya. bvlen hukum peralihan
piutang dapat terjadi karenacessie, subrogatie, novatie, pewarisan,
pengambilalihan atau penggabungan perusahaan yangelmmbkan beralihnya
piutang tersebut. Namun sesuai dengan penjelasah FRUUJF, pengalihan hak
atas piutang dalam fidusia hanya dapat dilakukadaloieessiesaja.

Cessieadalah perbuatan hukum yang mengalihkan/memindah&iamtas
suatu piutang seorang kreditor (dalam hal ini ddagdanerima fidusia) kepada
kreditor lain sebagaimana diatur dalam Pasal 613HRé&rdata. Dengan
pelimpahan tersebut maka orang lain yang menerim@ng menjadi kreditor
baru terhadap orang yang berhutang (dalam hatlaiah debitor).

Dengan pengalihan piutang melalui instrumeessie tersebut, maka
fidusia yang menjamin piutang tersebut demi hukkat beralih kepada kreditor
baru. Beralihnya jaminan fidusia akibat beralihmpiatang, maka kreditor baru
yang menerima pengalihan piutang dan jaminan fdussrkewajiban untuk
mendaftarkan kembali kepada Kantor Pendaftaran sidddan berkewajiban
memberitahukan kepada debitor/pemberi fidusia.

b. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Pembeusia

Pada prinsipnya pemberi fidusia tidak boleh mehgaln objek jaminan
fidusia mengingat UUJF masih menganggap ada péwrgalihak (secara
constitutum possessoridinatas objek jaminan fidusia kepada pihak penerima
fidusia. Karena itu, pihak pemberi fidusia tidak nkbenang lagi untuk
mengalihkan benda tersebut. Kekecualian atas lamategsebut dibuka manakala
hal tersebut dibenarkan secara tertulis oleh pifeaderima fidusia atau jika objek

jaminan fidusia adalah benda persedi&an.
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2.3.6 Eksekusi Jaminan Fidusia

Sebagaimana layaknya lembaga jaminan kebendaanydairjaminan
fidusia juga mengenal proses eksekusi dalam hatadetidera janji sehingga
kreditor dapat memperoleh pelunasan hutang dagkojgminan fidusia yang
dieksekusi. Berdasarkan Pasal 29 UUJF ditentukdmvdvaapabila debitor atau
pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadapdaeyang menjadi objek jaminan
fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh kreditor sebjagj@erima fidusia.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sebagdi Ipekdaftaran
jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia meilegihi Sertifikat Jaminan
Fidusia yang di dalamnya tercantum irah-irah “DEMKEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan tercatumnya
irah-irah tersebut, sertifikat jaminan fidusia memypai kekuatan eksekutorial
yang dipersamakan dengan putusan pengadilan ykaigrtemperoleh kekuatan
hukum yang tetap.

Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fadhsirus memenuhi dua
syarat, yaitu pemberi fidusia cidera janji dan &pat sertifikat jaminan fidusia
yang mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASA®RN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminarsfadatas kekuasaan penerima
fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mermhapelunasannya dari
hasil penjualan.

Dalam hal pemberi fidusia cidera janji, maka penarifidusia memiliki
hak menjual objek jaminan fidusia atas kekuasarsgrairi. Penjualan dengan
cara ini dikenal dengan nama lembaga parate ekselams diharuskan untuk
menjual objek jaminan fidusia melalui pelelangaruomYang dimaksud dengan
parate eksekusi adalah kewenangan yang diberikdangrundang atau putusan
pengadilan kepada salah satu pihak untuk melakaanséndiri secara paksa isi

perjanjian atau putusan hakim manakala pihak yanmgnya cidera janji atau

% Indonesia (b)pp.cit, ps. 23 dan 20.
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wanprestasi° Dalam melaksanakan eksekusi dengan cara ini, ipemdidusia

harus menunjukkan sertifikat jaminan fidusia.

c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berkiasakesepakatan pemberi
dan penerima fidusia jika dengan cara demikianrdlpl harga tertinggi yang
menguntungkan para pihak.

Pada prinsipnya penjualan benda yang menjadi ojgeknan fidusia
harus melalui pelelangan umum, karena dengan caradiharapkan dapat
diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demildatam hal penjualan melalui
pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkarga tertinggi yang
menguntungkan baik kreditor sebagai penerima fddasaupun debitor sebagai
pemberi fidusia, maka dimungkinkan penjualan didawangan asalkan hal
tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan pereefidusia serta memenuhi
syarat-syarat berikut:
= Kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidugaepakatan ini biasanya

berpusat pada soal harga dan biaya yang mengurnimpgka pihak.

» Setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukanara tertulis oleh
pemberi dan atau penerima fidusia kepada para piuads berkepentingan.

= Diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yangdzerdi daerah yang
bersangkutan.

Pasal 30 UUJF menentukan bahwa pemberi fidusiabwagnyerahkan
benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam pinberi fidusia tidak
menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fdpsida waktu eksekusi
dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambékofgminan fidusia tersebut
dan apabila diperlukan, penerima fidusia dapat m&nbantuan dari pihak yang
berwenang. Pelaksanaan eksekusi terhadap Sertifikatinan Fidusia yang
bertitel “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA” dengan bantuan pihak yang berwenang memitj&i tahapat!, yaitu:

%Raditya, op.cit, hal 67 mengutip Bachtiar Sibarani dalam “Aspek Hukum Edssik
Jaminan Fidusia,” (Makalah disampaikan pada SeminaalSasi UU Fidusia tentang Jaminan
Fidusia, Jakarta, 9-10 Mei 2000).

¥Ibid., hal. 68 mengutip Elijana Tansah dalam “Aspek Hukum Objek Jarrfidusia
Menurut UU Nomor 4 Tahun 1996 (Hak Tanggungan) dan UU Fidusiairda Fidusia),”
(Makalah disampaikan dalam Seminar Sosialisai UU Fidesitamng Jaminan Fidusia, Jakarta 9-
10 Mei 2000).
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1) Tahap peneguran

Dalam tahap peneguran, pemberi fidusia yanigkukan cidera jan;ji
diberikan peringatan untuk memenuhi kewajibanny@akimelunasi pembayaran
hutangnya dalam jangka waktu 8 (delapan) hariaeiberikan teguran.
2) Tahap sita eksekusi

Apabila pemberi fidusia yang melakukan cidera jatigiak memenuhi
kewajibannya untuk membayar hutang kepada peneitduaia dalam waktu 8
(delapan) hari setelah diadakan peneguran, penefidusia atau pemohon
eksekusi meminta pejabat yang berwenang untuk setakan sita eksekusi.

3) Tahap pelelangan objek jaminan fidusia

Apabila sita eksekusi terhadap objek jaminan fialuslah dilaksanakan dan
pemberi fidusia yang cidera janji tetap tidak meuierkewajibannya, maka atas
permohonan pemohon eksekusi (pihak penerima fiflysgabat yang berwenang
melakukan pelelangan terhadap objek jaminan fidtesisebut. Hasil penjualan
lelang dikurangi biaya lelang kemudian diserahkapaka penerima fidusia
sebagai pelunasan hutang. Apabila hasil penjualaielini nilai hutang, maka
penerima fidusia akan mengembalikan sisanya kepawtderi fidusia.

Pasal 31 UUJF menyatakan bahwa dalam hal objekngmidusia terdiri
atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijuglasar atau bursa,
penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat bertssesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 32 UUJF dinyatakan bahwa setiap jaamjigymenyatakan
bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap benda yangdnehjek jaminan fidusia
dilaksanakan dengan cara yang bertentangan dengemcara yang telah
ditetapkan dalam UUJF adalah batal demi hukum.ikiglga berlaku terhadap
setiap janji yang memberikan kewenangan kepada ripgaefidusia untuk
memiliki objek jaminan fidusia sebagaimana dinyatakialam Pasal 33 UUJF.
Berdasarkan Pasal 34 UUJF, jika hasil eksekusi bitelenilai penjaminan,
penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihareteus kepada pemberi fidusia
dan jika ternyata hasil eksekusi tidak mencukupukirmembayar hutang, maka

pemberi fidusia tetap bertanggungjawab atas hutang belum terbayar olehnya.
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2.3.7 Klaim Asuransi Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Klaim asuransi yang dijadikan jaminan kredit disykan untuk diikat
secara yuridis sempurna. Pengikatan tersebut sekatsn atas suatu benda yang
telah diikat dengan jaminan fidusia (dalam akta Ipeman jaminan fidusia telah
dinyatakan bahwa pengikatan benda berikut/mellgatim/hak tagih atas asuransi
dari benda tersebul§.Adapun pengikatan tersebut harus dilakukan seszardiri
sesuai dengan ketentuan berikut ini:

a. Pasal 499 KUHPerdata menyatakan bahwa yang dinankeeendaan adalah
tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat diaualeh hak milik.

b. Pasal 500 KUHPerdata menyatakan bahwa segala aywpkgaena hukum
perlekatan termasuk dalam suatu kebendaan, sepedggala hasil daripada
kebendaan itu, baik hasil karena alam maupun kas#iha pekerjaan orang,
selama yang terakhir ini melekat pada kebendaalakisana dahan dan akar
terpaut pada tanahnya, kesemua itu adalah bagigrada kebendaan.

c. Pasal 511 KUHPerdata menyatakan bahwa sebagai dedoenbergerak
karena ketentuan undang-undang harus dianggap:

1) Hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan ladgsger

2) Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, hak buweagey diabadikan
masupun bunga cagak hidup;

3) Perikatan-perikatan dan tuntutan mengenai jumlalg yang dapat ditagih
atau yang mengenai benda-benda bergerak;

4) Sero-sero atau andil dalam persekutuan perdagamgag, persekutuan
dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun-benda persekutuan
tersebut tidak bergerak, sero-sero atau andil-atetebut dianggap
merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanyzadsg para
pesertanya selama persekutuan berjalan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, antara lain dagiatpilkan bahwa objek
jaminan fidusia adalah benda, baik berwujud maujak berwujud, bergerak
maupun tidak bergerak, namun tidak berlaku terhadbgk jaminan hak

tanggungan dan hipotik.

*widiyono, op.cit, hal. 210.
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Pasal 499 KUHPerdata menegaskan mengenai pendeetiaa adalah tiap-
tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasagdn hak milik. Pengertian
benda juga karena adanya penunjukan oleh undaragjignéengertian tersebut
adalah tuntutan mengenai jumlah uang yang dapadgilit Berdasarkan
pengertian tersebut, tuntutan mengenai jumlah yang dapat ditagih termasuk
tagihan dari klaim asuransi. Oleh karena klaim assir tidak termasuk
pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal B,Uhthka klaim asuransi
tersebut termasuk dan merupakan objek jaminaniéidtis

Dalam UUJF diatur secara tegas bahwa objek jamirdalusia
termasuk/meliputi klaim asuransi dari benda yangjad objek jaminan fidusia
yang diasuransikan. Hal ini untuk menegaskan apdi®hda itu diasuransikan,
maka klaim asuransi tersebut merupakan hak pendrduaia. Namun, hal ini
harus secara tegas dinyatakan dalam suatu aktaepemfaminan fidusia. Oleh
karena itu, jika tagihan/klaim asuransi dari sua¢mda yang telah diikat dalam
jaminan fidusia merupakan/termasuk objek jaminaludia yang secara tegas
dinyatakan dalam akta pemberian jaminan fidusialdaimn tersebut lahir, yaitu
saat adanya kejadian tertentu sebagaimana dinyatitam polis asuransi, maka
klaim/tagihan atas asuransi tersebut merupakankreditor dengan status hak
preferenceyang dapat dijadikan sumber pelunasan kredit, rgapg debitor
melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit yaijgmih dengan jaminan
fidusia dimaksud®

Klaim/tagihan asuransi dari suatu benda yang tdiddat dengan jaminan
fidusia, termasuk objek jaminan fidusia dari ben@mg telah diikat dengan
jaminan fidusia, sepanjang telah diperjanjikan setegas dalam akta pemberian
jaminan fidusia, apabila klaim/tagihan asuransirldan adanya wanprestasi dari
pihak debitor kepada kreditor, maka klaim asurgagihian tersebut merupakan
hak preference yang dimiliki kreditor/bank berdasarkan sertifikggminan
fidusia®*

Klaim/tagihan asuransi dari suatu benda yang tdigdat dengan jaminan
fidusia (hak tanggungan atau hipotik), tidak dapgierjanjikan dalam akta

Ibid., hal. 211.
109hid., hal. 212.
0Yhid.
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pemberian jaminan (hak tanggungan atau hipotik) umaratas klaim/tagihan
asuransi tersebut tetap dapat dibebankan dengamajaniidusia. Jika atas
klaim/tagihan asuransi ini hendak difidusiakan, ensedapat dua akta pemberian
jaminan, yaitu akta pemberian hak tanggungan daa pkmberian jaminan

fidusia atas klaim/tagihan asurah.

2.4 TINJAUAN JAMINAN FIDUSIA ATAS KLAIM ASURANSI
SEHUBUNGAN DENGAN FASILITAS KREDIT KEPADA DEBITOR
SELAKU PERUSAHAAN JASA PENUNJANG MINYAK DAN GAS
BUMI

2.4.1 Tinjauan Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Debitor Sebagai

Perusahaan Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

PT X selaku perusahaan jasa penunjang minyak dabuai, khususnya
dibidang pengeboran, telah mengajukan permohorsiitda kredit kepada Bank
“‘“ABC” berupa Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesanaksimal
USD.14,500,000.- dan Kredit Berjangka (KB) sebesaksimal USD.4,000,000.-
yang terdiri dari Fasiitas Kredit Modal Kerja sedsemaksimal USD.2,000,000.-
dan Fasilitas Bank Garansi sebesar maksimal USIDZ00.-1%

Dalam pemberian fasilitas kredit tersebut terd2p@ua) pihak yaitu:

1. Pihak Bank sebagai kreditor atau pemberi fasiktaslit, dan;

2. Pihak Perusahaan sebagai debitor atau pemohonmarfasilitas kredit.

Pemberian fasilitas kredit diawali dengan adanyagppian permohonan
dari pihak debitor kepada bank untuk memberikaititis kredit/pinjaman. Pada
saat mengajukan permohonan, pihak bank akan mendetaitor untuk
melengkapi dokumen-dokumen sebagai betfut
a. Bukti legalitas perusahaan, berupa:

1) Fotokopi identitas diri dari para pengurus peruaahddirektur dan
komisaris);
2) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

102hid.

193pjkutip dari Akta Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 18 A@0I08, dibuat dihadapan
Notaris X di Jakarta.

1%Mengajukan Kredit pada Bankttp://www.danamon.co.id/content_b.php?idCat=58&
idCon=35&Ing=1&mn=4&bn=4, 1 Juni 2011.
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3) Fotokopi Surat ljin Usaha Perdagangan;
4) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris;
5) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan.
b. Perfoma Keuangan, berupa:
1) Fotokopi rekening koran/giro atau buku tabungabadik manapun selama

6 s/d 3 bulan terakhir.

2) Data keuangan lain seperti neraca keuangan, lapoginlaba, catatan
penjualan dan pembelian harian dan data pembukiramyb.

Biasanya dalam permohonan tersebut disebutkantpuian penggunaan
uang pinjaman, misalnya untuk pembelian barangrAgaranembiayai proyek-
proyek, pelunasan hutang dan sebagainya. Kemudidak pbank akan
menganalisa kelayakan/kredibilitas debitor terseByabila debitor memenuhi
syarat-syarat yang ditetapkan bank, maka bank akemgeluarkan surat
persetujuan pemberian fasilitas kredit.

Atas dasar surat tersebut, maka tahap selanjutdgdata pembuatan
perjanjian kredit. Perjanjian kredit dapat dibudiagvah tangan atau dihadapan
notaris, tergantung dari kebijakan bank itu senddesarnya jumlah pinjaman
dapat menjadi bahan pertimbangan pihak bank untekbmat akta perjanjian
kredit di hadapan notaris, selain itu dilakukansharaan dengan penandatangan
pemberian jaminan dari pihak debitor, baik itu jaam fidusia, hak tanggungan,
gadai,cessiejaminan perorangan ataupun jaminan perusahaan.

Dalam prakteknya klausul-klausul dalam perjanjiaiedik dibuat oleh
bank. Pihak bebas menentukan klausul-klausul daglaranjian sebagai wujud
dari azas kebebasan berkontrak yang diatur dalasal pa338 ayat (1)
KUHPerdata asalkan tidak bertentangan dengan unalad@ng. Klausul-klausul
dalam perjanjian pemberian kredit tersebut tidalkubapihak Bank dapat
menambah atau mengurangi klausul-klausul tersedpgamtung dari jenis usaha
debitor

Adapun klausula-klausula yang biasanya tercanturiandaperjanjian
kredit yang dibuat hadapan notaris adalah sebagi:'*

1. Fasilitas kredit

19Djkutip dari Akta Perjanjian Kredit No.19 tanggal 18 AR08, dibuat di hadapan
Notaris X di Jakarta.
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Dalam klausul ini berisi persetujuan pihak bankukninemberikan fasilitas
kredit kepada debitor dengan jumlah sesuai dengamat SPersetujuan
Pinjaman, tujuan pinjaman, penggunaan pinjamargrtpmjaman, jangka
waktu penarikan pinjaman, cara penarikan pinjamlamti penarikan,
pembuktian hutang, pembayaran kembali, bunga, t@ym dan bunga
denda, dan pembukuan.

Kuasa mendebet rekening

Dalam klausul ini berisi persetujuan dan pemberkalasa dari debitor
kepada Bank untuk melakukan pendebetan rekeningodettau pencairan
deposito atas nama debitor dalam hal debitor gagéksanakan kewajiban
pembayaran pada saat jatuh tempo pembayaran.

Syarat penarikan pinjaman

Dalam klausul ini berisi syarat-syarat penarikamjghnan yang harus
dipenuhi oleh debitor, seperti penyerahan dokunwaihen yang bentuk
dan isinya telah disetujui bank, pernyataan dannamdari pihak debitor,
telah membayar biaya-biaya yang disyaratkan dakemamgian, debitor tidak
sedang dalam keadaan lalai dan lain-lain.

Pernyataan dan jaminan

Dalam klausul ini berisi pernyataan mengenai kewgaa bertindak dari
debitor, kekuatan perjanjian, tidak ada tuntutargketa, laporan keuangan,
perijinan, tidak dalam keadaan lalai/wanprestasjalp kepailitan dan lain-
lain.

Hal-hal yang diwajibkan

Dalam klausul ini berisi kewajiban-kewajiban yarayus dilakukan debitor
terhitung ditandatanganinya perjanjian kredit samgengan dilunasinya
seluruh kewajiban oleh debitor.

Hal-hal yang dilarang

Dalam klausul ini berisi larangan-larangan untukakeakan hal-hal tertentu
terhitung ditandatanganinya perjanjian kredit samgengan dilunasinya

seluruh kewajiban oleh debitor.

Pelaksanaan pendaftaran..., Tety Setiawaty,FHUI,20#lversitas Indonesia



10.

11.

12.

54

Perlindungan terhadap penghasilan Bank

Dalam klausul ini berisi ketentuan pembayaran glétak debitor apabila
terdapat tambahan biaya, upah dan beban-beban yaig timbul
berdasarkan perjanjian kredit tersebut atau kgsenabahan undang-undang,
peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksayaalam penafsirannya.
Jaminan atas pemberian kredit

Dalam klausul ini terdapat persetujuan debitor kimiemberikan jaminan
kepada Bank guna menjamin pembayaran kembali sqgumkh pokok
pinjaman, bunga, biaya-biaya dan pembayaran-pemdmaydain yang
menjadi kewajiban debitor.

Kompensasi

Dalam klausul ini berisi kewajiban debitor untuk misyar hutang-
hutangnya berdasarkan perjanjian kredit atau pg@japerjanjian lainnya
dan dilarang untuk mengkompensasikan dengan piutiehgtor terhadap
Bank.

Pengalihan hak

Dalam klausul ini berisi persetujuan debitor kepBdak untuk mengalihkan
hak-hak yang timbul sebagai akibat pemberian fasilkredit kepada pihak
ketiga yang bukan perusahaan kompetitor debitogalepemberitahuan dari
pihak bank sebelumnya.

Peristiwa kelalaian

Dalam klausul ini terdapat hak Bank untuk menyatdi@hwa semua jumlah
pokok pinjaman, bunga, biaya-biaya dan pembayaeanbpyaran lain yang
wajib dibayar debitor menjadi jatuh tempo dan hatimayar seketika dan
sekaligus seluruhnya apabila debitor melakukan&iela

Pasal tambahan

Dalam klausul ini terdapat hak bank untuk mengkdging, membatalkan
atau merestrukturisasi fasilitas kredit tersebutbélp terjadi perselisihan
yang menyebabkan perubahan mendasar kondisi (kemaaigu lainnya),
operasional atau prospek debitor atau dalam keadkanomi, sosial dan

politik di Indonesia.
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13. Pemberitahuan
Dalam klausul ini berisi alamat, nomor telepon damor faksimili pihak
debitor dan pihak bank untuk kepentingan surat mexty atau
pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan perjaajakijedit tersebut.

14. Ketentuan penutup
Dalam klausul ini terdapat persetujuan kedua belgihak untuk
mengenyampingkan Pasal 1266 KUHPerdata dan pilihakum yang
berlaku dan domisili hukum.

Mengenai bentuk perjanjian, perjanjian pemberiaadir dapat dibuat
secara lisan atau tertulis asalkan memenuhi sggeatt Pasal 1320 KUHPerdata.
Namun dari sudut pembuktian perjanjian secara Isait untuk dijadikan alat
bukti, karena hakekat pembuatan perjanjian adaddlagai alat bukti bagi para
pihak yang membuatnya.

Demikian pula dengan perjanjian pemberian kredithatha semua
ketentuan yang bersangkutan dengan pemberian kiadiBank kepada debitor
dituangkan dalam perjanjian secara tertulis, seangerjanjian ini dapat

dijadikan alat pembuktian bila terjadi masalahetinkidian hari.

1.4.2 Pencairan Pinjaman Dalam Perjanjian Pemberian Fasitas Kredit
Kepada Debitor sebagai Perusahaan Jasa Penunjang Miak dan Gas
Bumi
Syarat penarikan pinjaman dapat dilakukan apabi&bitor telah
memenuhi syarat-syarat yang secara garis besagiditenjadi 3 (tiga) yaitt®®
a. Syarat administrasi
1. Adanya permohonan dari debitor.
2. Perjanjian kredit telah ditandatangani.
3. Bank telah menerima dokumen-dokumen berikut:
a) Dokumen yang disyaratkan dalam perjanjian krediifuy termasuk
akta pendirian dan/atau anggaran dasar yang ddampai dengan
tanggal dan hari perjanjian ditandantangani, bérigengesahan-

pengesahan yang telah diberikan oleh instansiited@inan Berita

108 hid. hal. 20.
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Acara Rapat Para Pemegang Saham dimana diangkeltsDatau
Komisaris Perusahaan yang sekarang menjabat jajsdiatan
tersebut dan/atau persetujuan Komisaris dan/atasefoguan Rapat
Umum Pemegang Saham bila disyaratkan dalam anggdasar
dan/atau peraturan yang berlaku.

Asli surat kuasa dan/atau persetujuan yang dikamableh anggaran
dasar Perusahaan Jasa tersebut.

Salinan surat izin usaha perdagangan dan/atausutizin lainnya
yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang \@gipgrlukan oleh
debitor dalam menjalankan usahanya.

Bukti-bukti hak kepemilikan atas jaminan dan/ataerjgnjian-
perjanjian jaminan.

Telah membayar biaya-biaya yang disyaratkan dakmjamian kredit.
Membuka rekening pada Bank untuk kegiatan operakmerusahaan.
Untuk penarikan fasilitas kredit, debitor wajib nyerahkan kepada
Bank bukti telah diterima dan ditandatanganinyajgmgian/kontrak
kerjasama dengan Perusahaan Minyak, seperti panamrilling
(drilling contrac) dengan Perusahaan Minyak atau dokumen/bukti-
bukti konfirmasi lainnya yang dapat diterima olefanB dengan
Perusahaan Minyak.

Debitor wajib menyerahkarBidding Documentdari Perusahaan
Minyak kepada Bank.

Debitor wajib menyerahkan bukti yang disetujui Barjang
menyatakan bahwa perusahaan atau promotor darsgiezan telah
melakukan pembayaran tanda jadi atas pembelian atau
pengambilalihan peralatan kerja.

Debitor wajib menyerahkan perjanjian jual beli atau
perjanjian-perjanjian lainnya dauppliersperalatan kerja tersebut.
Menyerahkan kepada Bank, suatetter of UndertakingPernyataan
Kesanggupan) atau dalam bentuk kewajiban kepadak Beamg
menyatakan bahwa seluruh penghasilan yang dipenodéetbsahaan

dari usahanya yang dibiayai Bank wajib untuk dinkkan ke
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dalam/melalui rekening operasional perusahaan etk selama
terdapat fasilitas kredit yang terhutang oleh penaan pada Bank.
b. Syarat pengikatan jaminan secara yuridis sempurna

Atas benda-benda yang dijadikan jaminan fasiliteedik tersebut telah
diikat secara yuridis sempurna, yaitu dengan datanjaninya akta jaminan
fidusia atas klaim asuransi, kemudian akta jamiithrsia tersebut didaftarkan ke
Kantor Pendaftaran Fidusia dan terbitlah Sertifdahinan Fidusia.

c. Covernotedari Notaris

Dalam suatu pemberian fasilitas kredit tertentakathnya benda-benda
yang dijaminkan belum diikat secara yuridis sempumaka untuk memberikan
kenyamanan kepada debitor, biasanya pihak bank mtensuatucovernote
kepada notariyang isinya menerangkan jenis dokumen pengikataug yalah
ditandatangani, kelengkapan dokumen vyang diperlukdan tingkat
pengurusannya serta kesanggupan dari notaris umemyerahkan asli bukti hak
dan pengikatan kepada Bank apabila pengurusandelasai dilakukan.

Setelah seluruh syarat-syarat pencairan terpemigfitor yang hendak
melakukan penarikan dana atas fasilitas kreditjpwagngirimkan pemberitahuan
tertulis kepada Bank dengan memberitahukan jumladjarpan dan tanggal
penarikan yang dikehendaki dengan tidak melebihga waktu penarikan.
Jangka waktu penarikan biasanya antara 9 sampabulén sejak tanggal
ditandatanganinya perjanjian kredit, tetapi apalpara pihak mempunyai

kesepakatan lain maka ketentuan tersebut tida&ter’

2.4.3 Jaminan Fidusia Atas Klaim Asuransi Dalam Perjanjian Pemberian
Kredit Terhadap Debitor Selaku Perusahaan Jasa Pemjang Minyak
dan Gas Bumi
Dalam praktek bisnis, setiap usaha investasi yatakukan di suatu

tempat sangat membutuhkan dana. Dana yang dima#tapdt berasal dari

berbagai macam sumber, biasanya disalurkan mdkbaga perbankan atau
lembaga keuangan. Kedua lembaga ini berBifahcial intermediariegperantara

keuangan), yaitu perantara dari pemilik dana depgamnjam dana. Karena uang

17 pid. hal .9.
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tersebut dipinjamkan kepada peminjam dana, demi jagan kelancaran
pengembalian dana tersebut diikat dengan hak jamina

Jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamaneatitok, yaitu
kepastian atas pelunasan hutang debitor atau pela&s suatu prestasi oleh
debitor atau oleh penjamin debitor. Dalam Pasal 111#&n Pasal 1132
KUHPerdata apabila harta benda debitor tidak meamgiyiknaka hasil penjualan
harta benda debitor dibagikan secara proposionadhde para kreditor menurut
besar kecilnya piutang masing-masing. Para kred@mebut disebut kreditor
konkuren, dan tidak cukup memperoleh jaminan bagumasan piutangnya
karena diantara mereka tidak ada yang mempunyameadahului. Akan tetapi
bagi kreditor pemegang jaminan kebendaan sepéusii mempunyai hak untuk
mengambil hasil penjualan benda yang dibebani Bdusntuk pelunasan
piutangnya lebih dahulu dari kreditor konkuren.

Keberadaan jaminan merupakan persyaratan untuk er&eqgil risiko
kreditor dalam memberikan pinjaman. Walaupun deanikijika dilihat dari
prinsip-prinsip ananlisa kredit, jaminan bukanlahgyarat utama tetapi kreditor
juga memprioritaskan dari kelayakan usaha yangagdinya sebagai jaminan
utama bagi pengembalian kredit sesuai dengan wakig disepakati bersama.
Jaminan merupakan alternatif berikutnya, jika kakan usaha atas prospek bisnis
debitor tidak mendukung lagi untuk pengembaliarahgtdalam langkah menarik
kembali dana yang telah disalurkan.

Demikian halnya dalam perjanjian pemberian kredituk modal kerja
dalam rangka pembelian peralatan kerja sepieriig baru, membiayai modal
kerja kegiatan usaha debitor dan penerbitan Bamar@adan sebagainymtara
Bank dengan Perusahaan Jasa, keberadaan lembaganasangat diperlukan
untuk menjamin pelunasan pinjaman tersebut. Pajamemberian kredit dari
Bank kepada perusahaan dalam prosesnya terdapapetjsnjian, perbuatan
hukum yang pertama adalah perjanjian pemberianitkeedara Bank dengan
perusahaan dan perbuatan hukum yang kedua adatabepan jaminan dari
Perusahaan kepada Bank. Kedua perjanjian itu masasing berdiri sendiri
meskipun timbulnya perjanjian kedua berkaitan daengeerjanjian pertama

dimana benda objek jaminan pada perjanjian kedus ydijaminkan untuk
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pemberian fasilitas kredit. Jadi kedua perbuatakuinutersebut terpisah tetapi
berkaitan dalam proses dan akibat hukumnya.

Dalam perjanjian pemberian kredit tersebut, yajagikan objek jaminan
dari perusahaan adalah tagihan atau tuntutan kEt#ms &suransi yang telah atau
akan dimiliki oleh perusahaan yaitu pengalihanhtagihasil klaim asuransi atas
Polis asuransiLand Rig Insurance'berkaitan dengan peralatan kerja bertiga
dan milik debitor pada perusahaan asuransi yargujiis Bank dengan tambahan
Banker's Clausatas nama bank®

Tagihan atau tuntutan atas klaim asuransi tersdipaminkan sebagai
upayapreventifyang sewaktu-waktu dapat dieksekusi oleh pihak Bapébila
debitor melakukan wanprestasi untuk pelunasan krgaing telah diberikan.
Tagihan atau tuntutan atas klaim asuransi yang telaupun akan dimiliki oleh
debitor pada perusahaan asuransi tersebut dapategikikan sebagai aset
keuangan Bank sedangkan lembaga jaminan yang dikebatas tagihan atau
tuntutan atas klaim asuransi adalah jaminan fidusia

Debitor atau pemberi fidusia yang menjaminkanrklaisuransi tersebut
wajib memberitahukan secara tertulis kepada peassahsuransi dimana debitor
mempunyai tagihan atau klaim asuransi berdasarlakungen yang sah dan
meminta mereka agar membayar hutang yang terkaigage piutang yang
merupakan obyek jaminan fidusia tersebut ke dakening yang ditunjuk oleh
Bank atau penerima fidust&’

Debitor juga wajib membayar seluruh premi dan juman yang jatuh
tempo yang berkaitan dengan obyek jaminan fidusia themberikan tanda
terima pembayaran kepada bank serta menyerahkamageofis, surat pengantar
dan dokumen lain yang berkaitan dengan obyek jamifitasia yang dianggap
perlu untuk melakukan penagihan atas klaim asutensebut kelak jika debitor
wanprestasi:°

Kewajiban debitor lainnya terkait dengan pembej@mninan atas klaim

asuransi ini adalah memberikan laporan tentangaeradbjek jaminan fidusia

108 «Reksadana vs Unit Link, fttp://www.portalreksadana.com/node/3&1 Juni 2011.

1Djkutip dari Akta Jaminan Fidusia Nomor 22, Tanggal 18 ilA@008, dibuat
dihadapan Notaris X, di Jakarta.

19 pid.,hal.10.
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disertai daftar objek jaminan fidusia setiap pegio@rtentu, misalnya setiap
triwulan. Selain itu biasanya Bank melarang debitatuk melakukan fidusia
ulang atas objek jaminan fidusia dan mengalihkeau anhembebankan objek
jaminan tersebut kepada pihak lain.

2.4.4 Aspek Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Hal Defor Wanprestasi

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dagmranjian tidak
melaksanakan atau lalai melaksanakan prestasi jjbawgyang menjadi objek
perikatan antara mereka dalam perjanjian. Berdasaplsal 1233 KUHPerdata,
prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak dg@lenanjian adalah kewajiban
untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesua@upan bahkan tidak berbuat
sesuatu.

Lebih spesifik Subekti menjelaskan bahwa wanprestesrang debitor
dapat didasarkan empat alasan, yaitu:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukann

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidabagaimana yang
dijanjikan;

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidaktbdilakukannya.

Dalam perjanjian pemberian kredit, prestasi yangsalilakukan Bank
adalah memberikan sejumlah uang sehubungan demgdiiag kredit kepada
debitor untukmembeli rig baru, modal usaha serta bank gararesiar®kan
prestasi debitor adalah membayar kembali selurwajieannya kepada Bank
yang timbul baik karena jumlah pokok pinjaman, ndan biaya-biaya lainnya
dalam jangka waktu yang ditentukan pihak Bank. Dalhal kesepakatan-
kesepakatan untuk melakukan prestasi tersebut tigalankan atau dijalankan
dengan tidak semestinya, maka pihak yang tidak aari{an kewajiban sesuai
dengan yang telah disepakati tersebut akan dingatakanprestasi (tidak
berprestasi) ataupun ingkar jargefaul).

Penyelesaian permasalahan dalam hal terjadi waapiegdera janji oleh

salah satu pihak dalam perjanjian bisa dengan muddakukan, yaitu dengan

11 Subekti,op.cit., hal 45.
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langkah damai, melalui penyelesaian di luar pengadiataupun melalui
pengadilan. Oleh karena itu klausul pilihan hukuam dara penyelesaian serta
domisili ataupun jurisdiksi penyelesaian sengketnjadi sangat penting bagi
para pihak untuk memastikan langkah-langkah yangushalitempuh dalam
membela dan memperjuangkan perlindungan hakny& Beialui pengadilan
maupun melalui langkah-langkah alternatif di luangadilan &lternatif dispute
settlemen)t untuk memastikan upaya pembelaan hak yang tetehcand!?

Sehubungan dengan itu, maka timbullah keinginanditoe untuk
mendapatkan hak yang paling mendahului terhadaihaiagya, bahkan lebih
tinggi dari hak preferensi yang diberikan terhadagditor-kreditor preference
dalam Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdata. Untuk mekaastbahwa kreditor
mempunyai hak preferensi yang paling tinggi, ma&eapihak yang berkontrak
membuat perjanjian penjaminan sebagai perjanjiang yaersift accessoir
terhadap kontrak utama® Demikian halnya dengan perjanjian pemberian kredit
ini, Bank sebagai kreditor membuat perjanjian paman dengan debitornya
yaitu berupa fidusia atas klaim asuransi sesuaigatenkriteria yang telah
disepakati oleh para pihak.

Sejalan dengan hak preferensinya yang sangat tinggda jaminan
kebendaan melekat sifat eksekutorial yang membuatargian jaminan
kebendaan dapat dipersamakan dengan putusan penggdng mempunyai
kekuatan hukum tetap

Tindakan eksekutorial atau lebih dikenal dengarelks pada dasarnya
adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan dspupengadilan. Menurut
pasal 195 HIR pengertian eksekusi adalah menjatankausan hakim oleh
pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa piutang koednenindih pada seluruh
harta debitor tanpa kecualf'

Banyak orang yang menyebutkan eksekusi identik alengelaksanaan
putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetapun dalam prakteknya hal

tersebut tidaklah sepenuhnya sama. Eksekusi tidakédalu identik dengan

M2Ricardo SimanjuntakTeknik Perancangan Kontrak Bisniglakarta: PT. Gramedia,
2006). hal. 222.

"4bid. hal. 228

Radityapp.cit., mengutip Herowati PoesokBarate Executie Obyek Hak Tanggungan,
cet.2 (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008), hal. 125.
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pelaksanaan putusan hakim yang tetap, mengingahatsyéama dalam suatu
eksekusi harus memiliki “titel”, dan oleh karendadaa “titel tersebut terkandung
“hak” seseorang yang harus dilaksanakan.

Adapun “titel” yang dimaksud dalam putusan pengadiitaupun dalam
akta-akta otentik adalah titel pada akta/putusamgadilan yang berbunyi “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. ya¢éantitel eksekutorial
bukan hanya terdapat dalam putusan pengadilanjnkafajuga terdapat dalam
akta-akta otentik dengan titel eksekutorial dimaksialam pasal 224 HIR/258
RBg, dikenal dengan nama grosse akta.

Ekesekusi ternyata juga tidak hanya berkaitan depgéusan pengadilan
dan grosse akta, akan tetapi istilah eksekusijegpat di dalam bidang hukum
jaminan. Eksekusi obyek jaminan yang merupakankpaf@man hak kreditor
pemegang hak jaminan terhadap objek jaminan, apdbbitor cedera janji atau
wanprestasi dengan cara penjualan objek jaminankup¢lunasan hutangnya.
Eksekusi terhadap objek jaminan, selain berdasadkkpada pasal 224 HIR/258
RBg terdapat juga pengaturan yang khususnya tgphpdiksanaan hak-hak
jaminan, dimana kreditor diberi hak khusus, yakak Imenjual atas kekuasaan
sendiri apabila debitor cidera janji dikenal jugendan namaparate executie
atau eksekusi langsunBarate Executianerupakan hak kreditor pertama untuk
menjual barang-barang tertentu milik debitor sedala@ng tanpa terlebih dahulu
mengadakan fiat pengadilatf.

Dalam jaminan fidusia, sifat eksekutorial selairtudjukkan melalui
pencantuman irah-irah “Demi Keadilan BerdasarkatuKanan Yang Maha Esa”
dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, juga secara t@gagatakan dalam Pasal 15
ayat 2 dan 3 UUJF. Maka, dengan telah memegangil@rtiaminan Fidusia,
kreditor pemegang jaminan fidusia mempunyai kewgaan mengeksekusi
langsung objek jaminan fidusia, karena Sertifikamihan Fidusia mempunyai
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusara@isng yang berkekuatan
hukum tetap.

Dengan adanya perjanjian kredit dan pemberian amiilusia atas klaim

asuransi, dalam hal debitor wanprestasi, maka Bdaak kekuasannya sendiri

13pid, hal. 127-128.
18hid, hal. 128.
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berhak mengeksekusi jaminan fidusia berdasarkaal Rd&s ayat (2 ) dan (3)
UUJF. Dalam Pasal 11 Perjanjian Krétfit ditentukan bahwa debitor memberi
kuasa kepada bank dengan hak subtitusi untuk mdaksgetiap dan semua
tindakan atas nama debitor jika terjadi eksekubgi@ap jaminan.

Eksekusi atasharta benda yang dijaminkan oleh debitor kepadakBan
dapat dilakukan baik dibawah tangan maupun dimukeann (secara lelang)
dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan Béetk, dengan ketentuan
pendapatan bersih dari jaminan tersebut akan dipekgn untuk pembayaran
seluruh kewajiban/hutang debitor kepada bank dka @da sisa, maka sisa
tersebut akan dikembalikan kepada debitor sebagmiilix harta benda yang
dijaminkan kepada Bank. Sebaliknya, apabila hasijyalan tersebut tidak cukup
untuk melunasi seluruh kewajiban/hutang debitoraklepBank, maka kekurangan
tersebut tetap menjadi kewajiban/hutang debitoallapBank dan wajib dibayar

oleh debitor dengan seketika dan sekaligus padalgagih oleh Bank.

2.5 PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA ATAS KLAIM
ASURANSI DAN PENDAFTARANNYA DALAM PRAKTEK

2.5.1 Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Atas Klaim Auransi

Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) UUJHyglmanan benda dengan
jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris. Olefeha itu akta jaminan fidusia
tersebut termasuk akta otentik. Pengertian aktatigtenenurut Pasal 1868
KUHPerdata adalah akta yang dibuat dalam bentulg yditetapkan undang-
undang dan dihadapan pejabat tertentu. Seperth téiglaskan sebelumnya
bahwa akta otentik ini dapat menjadi alat buktihddapan pengadilan apabila
dikemudian hari terjadi sengketa diantara parakpiha

Pemberian jaminan fidusia bersifatcessoirartinya pemberian jaminan itu
lahir, hapus dan beralih mengikuti atau tergantagapperjanjian pokoknya, yaitu
perjanjian kredit. Biasanya penandatanganan pé&jamhjedit berikut perjanjian

pemberian jaminan dilaksanakan dalam waktu yansgibesan dihadapan notaris.

"Dikutip dari Akta Perjanjian Kredit No. 19 Tanggal 18 AR@08, dibuat di hadapan
Notaris X, di Jakarta.
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Dalam pembuatan akta pemberian jaminan fidusia kkaisn asuransi,

debitor harus melengkapi dokumen-dokumen behfut

a.

Fotokopi anggaran dasar perusahaan terakhir ydaly tesesuaikan dengan
Undang-undang nomor 40 tahun 2007 disertai dengeat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Susunan terakhir direksi dan dewan komisaris pbasa yang dinyatakan
dalam akta Notaris beserta surat penerimaan petalvean dan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Fotokopi kartu tanda penduduk pengurus perusahaan.

Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham berkenagand@emberian

jaminan tersebut.

Persetujuan dewan komisaris perusahaan apabilandalaggaran dasar
mengharuskan ada persetujuan dari dewan komisag menjaminkan aset
perusahaan.

Surat pernyataan dari direksi yang menyatakan bathjek yang dijaminkan

merupakan sebagian besar atau sebagian kecilerssgpaan.

List atau daftar jaminan (klaim asuransi).

Sedangkan dokumen-dokumen yang harus diserahkak Ehank adalah

sebagai berikut:

a.

Fotokopi anggaran dasar perusahaan terakhir ydaly tésesuaikan dengan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disertai dengeat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris pdraga yang dinyatakan
dalam akta Notaris beserta surat penerimaan petalvean dan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Surat kuasa untuk menandatangani dokumen-dokumeanDi@ksi Bank
kepada pegawai Bank (biasanya bagian legal dait)cred

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa.

Setelah dokumen-dokumen tersebut diatas diterima diperiksa

kebenarannya oleh notaris, maka dibuatlah drat glhinan fidusia atas klaim

"8asil wawancara dengan Ibu Diana, Asisten Notaris ResmaaKasri, S.H, di Jakarta,

pada tanggal 14 Juni 2010.
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asuransi. Isi akta jaminan fidusia tersebut, klklkkwsulnya adalah sebagai
berikut:

1. Awal akta atau kepala akta terdiri dari:

Judul, tanggal, jam, hari, tanggal, bulan dan naserta nama lengkap notaris

dan tempat kedudukan notaris.

2. Badan akta terdiri dari:

a

Nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegargagkerjaan,
jabatan/kedudukan, tempat tinggal para penghadapatiu orang yang
mereka wakili.

Keterangan mengenai kedudukan bertindak pemaghagitu pemberi

fidusia sebagai penerima fasilitas kredit dan pemerfidusia sebagai

pihak yang memberikan fasilitas kredit serta ketgam telah
ditandantanganinya perjanjian fasilitas kredit dgengemberian jaminan
fidusia atas tuntutan/tagihan atas klaim asuransi.

Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan pihak yang

berkepentingan terdiri dari:

1) Pengalihan hak kepemilikan atas obyek jaminan fadugang terjadi
sejak ditandatanganinya akta jaminan fidusia tertseb

2) Kewajiban pemberi fidusia untuk memberitahukan kiepperusahaan
asuransi agar piutang pemberi fidusia kelak dibeyarke rekening
penerima fidusia.

3) Pemberi fidusia masih mempunyai hak menerima danggwnakan
hasil penagihan obyek jaminan fidusia dengan ke&enketentuan
yang disyaratkan pihak Bank.

4) Pemberi fidusia wajib memberi laporan kepada pererifidusia
tentang keadaan termasuk perubahan atas obyek ajanfidusia
dengan disertai daftar obyek jaminan fidusia sefi@piode waktu
tertentu.

5) Jaminan dari pemberi fidusia bahwa objek jaminaoabedari sitaan,
sengketa, tidak digadaikan dan sedang dijaminkawemang untuk

menandatangani akta jaminan fidusia dan pembessigdtidak sedang
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dalam proses pembubaran, likuidasi, pengampuanwdipakurator
atau proses-proses semacamnya.

6) Larangan fidusia ulang.

7) Peristiwa cidera janji.

8) Janji pemberi fidusia untuk melakukan tindakan apapyang
diperlukan untuk pendaftaran fidusia ini pada KanRendaftaran
Fidusia sebagaimana yang disyaratkan oleh UUJF.

9) Pemberian jaminan fidusia dilakukan dengan syasmhutuskan, yaitu
setelah debitor melunasi seluruh kewajiban yangndij kepada
kreditor berdasarkan perjanjian kredit, maka hakkmatas obyek
jaminan fidusia dengan sendiri beralih kembali kiEpgoemberi
fidusia.

10)Penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul damilghan
domisili hukum.

11)Biaya-biaya.

Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta kekid dan tempat tinggal

saksi-saksi pengenal (jika penghadap diperkenaligkai saksi-saksi

pengenal).

3. Akhir atau penutup akta terdiri dari:

a.
b.

Uraian tentang pembacaan akta.

Uraian tentang penandatanganan dan tempat penagdata atau
penterjamjahan akta apabila ada.

Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjmdnatan, kedudukan
dan tempat tinggal saksi-saksi akta.

Uraian tentang ada tidaknya perubahan yang tegatim pembuatan

akta.

2.5.2 Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Dalam Prakek

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UUJF benda ybedadi jaminan

fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran tersebutupakan salah satu perwujudan

dari asas publisitas yang sangat penting karenalsenmerpublikasi jaminan

hutang tersebut, maka akan semakin baik, sehingggarakat umum atau pihak-
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pihak lain dapat mengetahuinya atau mempunyai aks#ak mengetahui
informasi-informasi penting mengenai objek jamitarsebut.

Pendaftaran akta jaminan fidusia ditujukan ke KaR&ndaftaran Fidusia di
wilayah mana kedudukan perusahaan berada, mis&btiadukan PT X ada di
Jakarta, maka kantor pendaftarannya di kantor aflajakarta. Pendaftarannya
sendiri dapat dilakukan oleh siapa saja tetapindatal ini pihak Bank selaku
penerima fidusia memberikan kuasa kepada notatiskkunelakukan pengurusan
pendaftaran akta jaminan fidusia tersebut.

Berdasarkan kuasa dari bank tersebut, maka notdas pegawainya
melakukan proses pendaftaran akta jaminan fidusiagah tahapan sebagai
berikut:

1. Menyiapkan syarat-syarat yang harus dilampirkatuysebagai berikut:

a. Surat permohonan asli yang ditujukan kepada Memakum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kantor d@dtaran Fidusia di
tempat kedudukan pemberi fidusia secara tertulend®ahasa Indonesia.

b. Formulir daftar fidusia sebanyak 4 lembar yang blentan isinya
ditetapkan dengan Lampiran | Keputusan Menteri Huldan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.UM.01.06 Ta000, yang
isinya sebagai berikut:

1) Identitas pihak pemberi dan penerima yang raglip
- Nama lengkap.
- Tempat tinggal/kedudukan.
2) Tanggal dan nomor akta Jaminan Fidusia, namaesapat kedudukan
Notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia.
3) Data perjanjian pokok yaitu mengenai macamapggn dan utang
yang dijamin dengan fidusia.
4) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Janktithusia.
5) Nilai penjaminan.
6) Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
b. Asli surat kuasa dari penerima fidusia.
c. Fotokopi perjanjian kredit.

d. Fotokopi bukti hak/kepemilikan sebanyak 4 lembar.
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e. Fotokopi KTP dari pihak penerima fidusia.
f. Fotokopi KTP direksi perusahaan.

g. Fotokopi RUPS/persetujuan komisaris.

h. Asli salinan akta fidusia.

2. Dokumen-dokumen tersebut diatas kemudian diseraké&doket pendaftaran
di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diperiksa kgkapan permohonannya
apakah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UUJF.

3. Setelah dokumen-dokumen tersebut dinyatakan sesa&a penerima fidusia
atau kuasanya kemudian membayar biaya PenerimagardN®&ukan Pajak
(selanjutnya disebut PNBP) yang jumlahnya sesuagate ketentuan PP No.
38 Tahun 2009.

4. Setelah dokumen-dokumen tersebut dinyatakan lendkaptelah dilakukan
pembayaran PNPB, selanjutnya pemohon akan mendapata terima
pendaftaran yang akan digunakan untuk mengami/ifilsatfidusia.

Sebagai kelanjutan dari pendaftaran jaminan fidugig Kantor
Pendaftaran Fidusia akan memuat jaminan fidusiandaBuku Daftar Fidusia
pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaarolpenan pendaftaran.
Ketika mencatat ke dalam Buku Daftar Fidusia, mi&&ator Pendaftaran Fidusia
tidak berwenang melakukan penilaian terhadap kebardata yang dicantumkan
dalam Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Diaddrmi ketika dilakukan
pencatatan dalam Buku Daftar Fidusia, petugas pemda hanya berwenang
melakukan pengecekan data saja sebagaimana yaagstdichdalam penjelasan
Pasal 13 ayat (2) UUJ®?

Bukti bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia telah menjaminan fidusia
dalam Buku Daftar Fidusia maka Kantor Pendaftaratudta menerbitkan
Sertifikat Jaminan Fidusia yang diberi tanggal yassma dengan tanggal
penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat JamiRidusia merupakan
salinan dari Buku Daftar Fidusia yang kemudian rdiskan kepada penerima
fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut menuattan-catatan tentang hal-

hal sebagaimana tercantum dalam pernyataan peradafeasebut di atas.

119 Hasil wawancara dengan Ibu Lilin Nurchalimah, S.H., MdilKantor Pendaftaran
Fidusia Jakarta, pada tanggal 7 Juni 2011.
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Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai ciri istimevkarena dalam
sertifikat tersebut mengadung irah-irah “DEMI KEAIDIN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang berarti bahwa pemegamakta tersebut
yaitu Bank berkedudukan seperti orang yang sudamegang keputusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetag. Maka dalam hal
debitor wanprestasi, kreditor berwenang untuk meédak eksekusi berdasarkan

irah-irah tersebut.

2.6 PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KREDITOR PEMEGANG

FIDUSIA KLAIM ASURANSI .
2.6.1 Pendaftaran Jaminan Fidusia

Benda yang dibebani dengan fidusia wajib didaftarkiaik benda itu
berada di dalam maupun di luar pabean Indoneswsa(R4d UUJF). Pendaftaran
dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia dalam luygkugas Departemen Hukum
dan HAM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalasalPLl1 dan 12 UUJF.
UUJF menjanjikan akan membentuk kantor pendaftaempai ke kotamadya
dan kabupaten sesuai penjelasan Pasal 12 UUJF nsanyoai saat ini belum
terwujud, padahal pembentukan kantor-kantor peadaittersebut seperti yang
dijanjikan oleh UUJF dalam praktek sangatlah digexh mengingat luas wilayah
Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang texbian jauh dari ibukota
propinsi.

Tujuan pendaftaran dimaksudkan untuk memenuhi gsblsitas dengan
maksud agar masyarakat dapat mengakses informasndagetahui adanya dan
keadaan benda yang merupakan objek jaminan figuge untuk memberikan
kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai bgadg telah dibebani Jaminan
Fidusia, hal ini mencegah terjadinya fidusia ula®ipagaimana yang dilarang
oleh Pasal 17 UUJF. Karena itu, kewajiban pendaitgaminan fidusia ke
instansi yang berwenang merupakan salah satu pstamijdari asas publisitas
yang sangat penting. Dengan pendaftaran ini, dikara agar pihak debitor,
terutama yang nakal, tidak dapat mengibuli kreditiau calon kreditor dengan
memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual berjisk jaminan fidusia tanpa

sepengetahuan kreditor asal.
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Dengan adanya pendaftaran tersebut, UUJF memersalsi publisitas
yang merupakan salah satu asas utama hukum jarkRetaandaan. Ketentuan
tersebut dibuat dengan tujuan bahwa benda yandildija objek jaminan benar-
benar merupakan benda kepunyaan debitor sehindg@aadia pihak lain yang
hendak mengklaim benda tersebut, ia dapat mengeyahmelalui pengumuman
tersebut. Akan tetapi sampai dengan saat ini, h@@kdaftaran maupun
pengecekan belum bisa dilakukan segamine. Untuk melakukan pendaftaran
dan atau mengetahui status objek jaminan fidussebet, kreditor atau calon
kreditor harus mengeceknya secara langsung ke KBetalaftaran Fidusia.

Fungsi pendaftaran adalah guna memenuhi asasgnmsifelari UUJF yang
memberikan kedudukan utama atau didahulukan kepaéditor untuk dapat
dibayar lebih dahulu piutangnya, dengan demikidahtenemenuhi asas hukum
kebendaan yang dianut oleh hukum benda guna memhgrerlindungan kepada
pihak yang beritikad baik, serta menimbulkan hakekelaan atas benda yang
mengikuti benda tersebut dimana saja dan dalamatamsgapapun benda itu
berada sesuai dengan asas hak mengikuti benda.

Dengan dilakukan pendaftaran atas jaminan fidusakamditerbitkan
sertifikat jaminan fidusia dengan mencantumkan -kata: “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Secara hukunsertifikat
jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorialgy&edudukannya sama
dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuaskmm yang tetap

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 UUJF.

2.6.2 Kedudukan Kreditor Menurut UUJF

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJF bitwsa adalah
pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasperéayaan, kreditor
penerima fidusia wajib mengembalikan hak milik ateenda objek Jaminan
setelah pihak debitor pemberi fidusia melunasi gitga. Menurut sistem hukum
jaminan, kreditor tidak diperbolehkan menjadi pémdari benda jaminan pada
saat debitor lalai melunasi utangnya (wanprestd&igditor penerima fidusia
hanya berhak menjual secara umum benda jaminanhdai penjualannya

dipergunakan untuk melunasi utang debitor. Primsipudah tepat, karena tujuan
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para pihak adalah mengadakan jaminan, bukan pdryetaak milik dalam arti
yang sesungguhnya.

Kedudukan kreditor penerima fidusia itu adalah gabapemegang
jaminan. Kewenangan kreditor penerima fidusia sabpgmilik hanya terbatas
pada kewenangan yang masih berkaitan dengan jantinaandiri. Karena yang
dijaminkan itu adalah berupa hak milik, maka krediyang berkedudukan
sebagai penerima jaminan fidusia, dapat melakukaiakan yang dimiliki oleh
seorang pemilik, misalnya melakukan pengawasan dtesda jaminan.
Pengawasan dalam hal ini sangat diperlukan mengikngditor sebagai penerima

jaminan hak milik tidak menguasai sendiri bendaijem.

2.6.3 Hak-Hak Kreditor Menurut UUJF

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan laoedgienerima fidusia
adalah dengan memberikan ketentuan yang pastiladahak kreditor. Hak-hak
kreditor penerima fidusia dimaksud adalah sebagyalk ot
a. Hak atas hasil benda objek jaminan fidusia daimkasuransi

Dalam Pasal 10 UUJF, kecuali diperjanjikan laimijgan fidusia meliputi
hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidwaa klaim asuransi, dalam
hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diassikan. Maksud “hasil dari
benda yang menjadi objek jaminan fidusia” adalajakesesuatu yang diperoleh
dari benda yang dibebani jaminan fidusia. Kemud@pabila benda itu
diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut meapdilak kreditor penerima
fidusia. UUJF telah memberikan hak kepada kreditenerima fidusia untuk
memiliki hasil dari benda yang menjadi objek janmid@usia, termasuk terhadap
klaim asuransi apabila benda jaminan fidusia dassikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, nampakgmwinan fidusia
sudah dengan sendirinya mencakup pula hasil dardébeyang dijaminkan.
Artinya segala sesuatu yang diperoleh dari bendg yibebani jaminan fidusia
merupakan jaminan fidusia. Begitupun dengan beragmingn fidusia yang
diasuransikan, apabila terjadi malapetaka atasebgddsia, sehingga melahirkan
hak klaim penggantian, maka hasil klaim itu menjadk kreditor penerima

fidusia.
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Apabila terjadi malapetaka atas benda jaminan ifduskreditor
mempunyai hak untuk langsung mengklaim asuransi pésak perusahaan
asuransi, karena ketentuan Pasal 10 huruf b menyédominan Fidusia meliputi
klaim asuransi”, bukan hasil klaim asuransi. Lagapselama penjaminan fidusia
berjalan, benda yang diasuransikan adalah miliklitae penerima fidusia dan
dengan sendirinya yang berhak atas ganti rugi hdatsdior penerima fidusia.

Uang penggantian asuransi yang diterima kredit@naétiperhitungkan
sebagai pembayaran atau pelunasan utang debitiau Kenlah penggantian pas
untuk membayar utang debitor, maka utang debitanjaae lunas. Tetapi kalau
lebih, maka kelebihannya harus dikembalikan kepmataberi fidusia, sebaliknya
kalau kurang, maka kekurangannya tetap menjadigutieiitor. Apabila terjadi
yang demikian, nilai jaminan kurang, maka kedudukeeditor menjadi kreditor
konkuren
b. Hak untuk menjual benda objek jaminan fidusiasatlasar kekuasaannya

sendiri

Apabila debitor cidera janji, kreditor penerimausia mempunyai hak
untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan simuatas kekuasaannya
sendiri. Hak kreditor penerima fidusia untuk merat&pn kembali tagihannya
dari debitor sangat dipermudah, karena dalam w@ttifjaminan fidusia
mencantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkatulkanan Yang Maha
Esa. Dengan pencantuman kata-kata tersebut bematiiikat jaminan fidusia
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengarsgu pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal initiekeeditor penerima fidusia
dapat mengeksekusi langsung benda objek jaminapa taelalui pengadilan dan
bersifat final serta mengikat para pihak untuk rked@akan putusan tersebut.

Bahkan kreditor penerima fidusia memperoleh kemadahuntuk
melaksanakan eksekusi melalui lembpgeate eksekusApabila debitor pemberi
fidusia cidera janji, maka kreditor penerima fidusnempunyai hak untuk
menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusas d&ekuasaannya sendiri.
Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidadés kekuasaan kreditor

penerima fidusia sendiri dilakukan melalui peleEmgumum, tanpa melalui
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pengadilan serta mengambil pelunasan piutang @esil penjualan benda yang

bersangkutan.

Tentang eksekusi jaminan fidusia diatur dalam PaSaUUJF, kreditor
penerima fidusia dapat melakukan dengan cara :

1) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerichasfa

2) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminarskiditas kekuasaan penerima
fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mergapelunasan piutang
dari hasil penjualan. Penjualan melalui pelelangarum dilakukan dengan
maksud memberikan harapan kepada penerima fidusituk udapat
memperoleh harga yang lebih tinggi dari hasil palajn benda yang
dijaminkan tersebut untuk keuntungan pemberi figlasin penerima fidusia.

3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan barlas kesepakatan pemberi
dan penerima fidusia jika dengan cara demikian djmeroleh harga yang
tinggi, yang menguntungkan para pihak.

c. Hak didahulukan dari kreditor lain

UUJF memberikan kedudukan yang kuat bagi kredKoeditor penerima
fidusia berkedudukan sebagai kreditor yang diutamakviaksud diutamakan
tersebut adalah kreditor penerima fidusia mempurha untuk mengambil
pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda ¢igadjkan objek jaminan
fidusia. Dengan demikian kreditor penerima fidud&pat mengambil pelunasan
lebih dahulu dari hasil eksekusi objek fidusia. dter penerima fidusia
mengambil uang hasil penjualan benda jaminan lebttulu daripada kreditor-
kreditor lain yang kedudukannya ada dibawahnyatuykieditor konkurenatau
sesama kreditopreferenyang lahir kemudian. Hak yang didahulukan tersebut
dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang rdemjek jaminan fidusia
pada kantor pendaftaran fidusia.

Dengan demikian hagreferen yaitu hak kreditor untuk didahulukan dari
para kreditor lain dalam pengambilan pelunasanapgit merupakan sarana

perlindungan hukum bagi kreditor penerima fidusia.
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BAB 3
PENUTUP

3.1 KESIMPULAN
Dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab seb®lfammaka dapat
disimpulkan bahwa:

1. Pemberian jaminan fidusia atas klaim asuransi naap salah satu jaminan
kebendaan yang diberikan Perusahaan Jasa Penlhjayek dan Gas Bumi
kepada Bank sehubungan dengan permohonan fasitiéd# yang diajukan
untuk pembeliamig-rig, modal usaha dan Bank Garansi. Adapun Pelaksanaan
pemberian jaminan tersebut dilakukan dengan tédiagyp sebagai berikut:

a) Permohonan fasilitas kredit diajukan oleh Perusahkesa kepada Bank
dengan melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratikdmBank.

b) Bank melakukan penilaian/analisa terhadap permahdasilitas kredit
yang diajukan Perusahaan Jasa tersebut dengan apkaer prinsip-
prinsip the five’'s cyaitu character (watak);apital (modal), capacity
(kemampuan)collateral (agunan) darcondition of economicgkondisi
ekonomi).

c) Penandatangaan perjanjian kredit dan perjanjianinpamdi hadapan
Notaris.

d) Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Notheslasarkan surat
kuasa dari Bank. Permohonan pendaftaran dilakukagah berpedoman
kepada Surat Edaran Direktorat Jenderal Administragskum Umum
Nomor C.HT.01.10-22 tahun 2005 Tentang Standarndis&®sedur
Pendaftaran Jaminan Fidusia.

e) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertifikatihan Fidusia.

2. Perlindungan hukum terhadap Bank selaku kreditoepma fidusia antara
lain sebagai berikut:

a) Covernotedari Notaris
Covernote atau surat keterangan dari Notaris dipergunakatukun
memberikan kenyamanan kepada debitor dalam halabeswda yang
dijaminkan belum diikat secara yuridis sempurnaasBnya pihak Bank

meminta covernote kepada Notarisyang isinya menerangkan jenis
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dokumen pengikatan yang telah ditandatangani, gkbggan dokumen
yang diperlukan dan tingkat pengurusannya sertaarkggipan dari
Notaris untuk menyerahkan asli bukti hak dan peatgik kepada Bank
apabila pengurusan telah selesai dilakukan.

b) Banker’'s Clause
Yaitu suatu klausul yang tercantum dalam polis yaagya dicantumkan
atas permintaan pihak Bank dimana dalam polisragegas dinyatakan
bahwa pihak Bank adalah sebagai penerima gantiatagi peristiwa yang
terjadi atas objek pertanggungan sebagaimana disgbdalam perjanjian
asuransi.

c) Sertifikat Jaminan Fidusia
Sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irah “Deneialdilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan ekse&ltyang
kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yarmgpenaeh
kekuatan hukum yang tetap sebagaimana yang diatiamdPasal 15
UUJF.

3.2 SARAN
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang sudah disabdi atas, maka
disarankan supaya:

1. Bank selaku penerima fidusia atau kuasanya segeraaftarkan jaminan
fidusia tersebut untuk memperoleh jaminan kepastlarkum dan
mengantisipasi debitor-debitor nakal yang tidaktited baik.

2. Kantor Pendaftaran Fidusia segera membuat sistémmiasi online agar
pihak-pihak yang berkepentingan terutama kredit@apatl melakukan
pengecekan terhadap benda yang dijaminkan sedasdaf.

3.  UUJF perlu mengatur batas waktu pendaftaran jamiitusia mengingat
benda-benda yang dijadikan jaminan fidusia adakxid&-benda bergerak

yang nilainya akan menyusut seiring dengan bertamfaawaktu.
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.Peraturan Pemerintah Tentang Jenis daif Aaas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemenukiudan Hak
Asasi ManusiaPP No.38 Tahun 2009. TLNRI No. 5008.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatataris.
UU No. 30 Tahun 2004., LNRI No. 117 Tahun 2004, RINNo. 4432.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetkjo Diterjemahkan oleh

R. Subekti dan R. Tjitrosudibijo, Cet. XXXI. Jakar Pradnya Paramita,
2001.
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DAFTAR FIDUSIA

PEMBERI FIDUSIA ]

PENERIMA FIDUSIA

Nama : PL.. Nama : PT..

Alamat : Jakarta. Alamat : Jakarta.

Jaminan Fidusia inl diberikon untuk menjamin  pelunasan utang PT.
berkedudukan di Jakana,

pa:
1. FKredd Angsuian Berangka (XADB) setinggi-ungainya sampal dengan jumiah pokok sebesar ------
USD.14,500,000.~ (empatbetas pia ftma Serikat

setinggi-tingginya sampai dengan jumlah sebesar --~--""""""
USD.2,000,000.- (dua juta Dollar Amertha Serikat); danfa

\ . 4] e —mme&fAmsAms mamassmnamsL RSSS

() Fasiiitas Bank Garans! setinggi-tingginya sampal dengan jumiah sebesar USD.2,000,000.- --

e oar Amerka Seakat)j-——— =TT T
berdasarkan:-----——-"="""""""""""7"

-Akta Perianjian Kredit, tertangoat 18 April 2008 nomor
, Sarjana Huleym, Notaris di Jakarta.—

Dengan nhal penjaminan sebesar UsD.18,125,452.28 (delapanbelas juta seratus duapuluh ima ribu
empatratus imapuiuh diss Dollar Amerika Sediat duapuluh detapen sen),-----=ommmTT T ITT T
B OBYEK JAMINAN FYDUSIA ] '
JENIS OBYEK BUKTI HAK 1 NILAI OBYEX
Tagihan atau tuntutan atas kialm

Sebagatmana dirind dalamy--—-—-

asuransi yang sekarang maupun daftar tersendini yang dibuat-----
dikemudian hari dimilikd oleh === oleh PT X

pembent Fidusia pada --—--—" - | pada tanggal i; Abril—-l()OS-:—-:-

r-—- —— E———- - WS W "R -y

Sebesa
USD.18,125,452.28 —--—--—~
(delapanbelas juta serotus————-

.

duaputuh i ribu empatratus
perusahaan asuranst--—--—---""~ {tertampir).--—--="""""TTTT T limapuluh dua Dollar Amerika--
sehubungan dengan facihas--—- Serikat duapuluh delapan sen).
pinjoman kepads Debitur—--—--

Dengan syarat-syarnt sabagaimana dimaksud dalam Akia Jaiminan Fidusia tertanggal 18 Apni 2008--—
\ g/m[, 22, yang dibuat dihadapan . . , Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

iaagg.mQngist,a_n,dﬁQ.-gﬂnggi.E_e:m:Jmt..a,n Sestifikat

Jakarta, 23 Okteber 2008

- 7. an MENTAR HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.1.
7 e QLKEP N\ K ANTOR WILAYAH DKI JAKARTAY

b
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AKTA JAMINAN FIDUSIA

Nomor: 22

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 18-04-2008 (delapanbelas April duaribu delapan),

pukul 15.00 WIB (limabelas tepat Waktu Indonesia Barat). ------coe

-Hadir di hadapan saya, » Sarjana Hukum, Notaris dj---~----

Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan -----------

nNama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: --=--cecoccceo______

I.

a. Tuan , lahir di Bandung, pada tanggal 06-09-1966 ---
(enam September seribu sembilanratus), Direktur Utama PT,

RESOURCES, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Jalan » Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 002, Kelurahan-

Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang--

Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5306.060955.0162; dan ---------oo
b. Tuan , lahir di London, pada tanggal 19-03-1979

(sembilanbelas Maret seribu sembilanratus tujuhpuluh sembilan), -------
Direktur PT. RESOURCES, warga negara Indonesia, -----------
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Bintaro, Kecamatan--------
Pasanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ------

nomor: 09.5310.190379.2079; =====-==womceomoooooo

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka
tersebut diatas, demikian bersama-sama mewakili Direksi dari dan oleh
karena itu sah bertindak untuk dan atas nama persercan terbatas --- - ----
PT. RESOURCES, suaty perseroan terbatas yang didirikan -
menurut dan berdasarkan hukum dan perundang-undangan negara Republik
Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang perubahan seluruh anggaran

dasarnya menurut Undang-undang nomor: 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas termuat dalam: -=---~---oeeoceeo
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nomor: 18, yang dibuat dihadapan IRMA BONITA, Sarjana Hukum,------
Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --------
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 10-03-2008 (sepuluh ---
Maret duaribu delapan) nomor: AHU-11743.AH.01.01.Tahun 2008; -----
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan --
terakhir adalah sebagimana termuat dalam akta tertanggal 25-02-2008
(duapuluh lima Maret duaribu delapan) nomor: 18, yang dibuat ---------
dihadapan IRMA BONITA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana
hingga saat ini surat penerimaan pemberitahuannya belum diterima dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubiik Indonesia;--------------
-untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini Direksi telah ---------
memperoleh persetujuan dari: -=------==--mmmmmm o
a. Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut sebagaimana ternyata
dari Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. @ ---=cceea-
RESOURCES, yang dibuat dibawah tangan tertanggal 17-04-2008 -
(tujuhbelas April duaribu delapan), aslinya bermeterai cukup -------
dijahitkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari ini--------
NOMOT: 19, =-=mm oo mmm e oo oo e e e
b. Para Pemegang Saham perseroan terbatas tersebut sebagaimana --
ternyata dari Surat Keputusan Para Pemegang Saham----------
PT. RESOURCES, yang dibuat dibawah tangan ----
tertanggal 17-04-2008 (tujuhbalas April duaribu delapan), aslinya -

bermeterai cukup dijahitkan pada minuta akta saya, Notaris --------

tertanggal hari ini nomor: 19;-=---=mmmmmm e
-demikian guna memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar
perseroan terbatas tersebut dan Pasal 102 Undang-undang nomor: 40

Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas; ----------------

-(selanjutnya perseroan terbatas PT. RESOURCES tersebut,-
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berikut segenap pengganti dan/atau penerus haknya yang sah disebut juga
sebagai "Pemberi Fidusia" atau "Pihak Pertama".); ---------eccomm.
a. Tuan , lahir di Jakarta, pada tanggal-----
24-03-1965 (duapuluh empat Maret seribu sembilanratus enampuluh---
lima), Senior Banker PT. BANK yang akan-------
disebut, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
VIA N-14, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 008, -------==-=---mccc___
Kelurahar Pasanggrchan, Kecamatan Pasanggrahan, Jakarta Selctan, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5206.240365.0408; dan --
b. Tuan , lahir di Bandung, pada tanggal---------------
27-08-1974 (duapuluh tujuh Agustus seribu sembilanratus tujuhpuluh--
empat), Credit Control Unit Head PT. BANK .
yang akan disebut, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di -------
Jakarta, Jalan 11, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, ------=-------
Kelurahan Rawamangun, Kacamatan Pulogadung, Jakarta Timur, -------

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5402.270874.0240; -------

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatannya-----
mereka tersebut diatas secara bersama-sama bertindak berdasarkan "Power
Of Attorney"”, yang dibuat di bawah tangan tertanggal 11-09-2007 (sebelas
September duaribu tujuh) nomor: SK-HKM-333, aslinya bermeterai cukup,
telah dilegalisasi oleh ACHMAD BAJUMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
tertanggal 11-09-2007 (sebelas September duaribu tujuh) ncmor:
35/LEG/IX/2007, aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, ~-=------=--=----
demikian sah mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan
atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas "PT. BANK "
suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan --------=---ccmeeccemun
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, --
yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ---

Indonesia tanggal 07-06-1957 (tujuh Juni seribu sembilanratus limapuluh --
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tujuh) nomor: 46, Tambahan nomor: 664, anggaran dasar mana telah ------
beberapa kali diubah dan telah diumumkan/termuat dalam:-----=---=—-~=-—--
-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 02-07-2004 (dua Juli -----
duaribu empat) nomor: 53, Tambahan nomor: 531; -----------cecocceeoo
-Akta tertanggal 13-03-2007 (tigabelas Maret duaribu tujuh) nomor: 13,
yang dibuat dihadapan HENDRA KARYADI, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, akta mana telah dilaporkan kepada dan diterima serta dicatat
oleh Kepala Kantor Wilayah Dacrah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21-
03-20C7 (duapuluh satu Maret duaribu tujuh) -=----==~=-ccmmme
nomor: W7-HT.01.04-3512 dan telah di daftar pada Kantor Pendaftaran
Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 23-03-2007 ------
(duapuluh tiga Maret duaribu tujuh) nomor: 75/RUB.09.03/111/2007; ---
-Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Terhadap Seluruh Anggaran--
Dasar yang dimuat calam akta tanggal 02-04-2007 (dua April duaribu--
tujuh) nomor: 2, dibuat dihadapan Notaris HENDRA KARYADI, Sarjana -
Hukum tersebut, yang telah diterima dan dicatat dalam database -------
Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Laporan tanggal ---
04-04-2007 (empat April duaribu tujuh), nomor: W7-HT.01.04-4150; --
-Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 09-04-2007 (sembilan April --
duaribu tujuh), nomor: 4, dibuat dihadapan Notaris HENDRA KARYADI, -
Sarjana Hukum tersebut, yarg telah diterima dan dicatat dalam---------
database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Marusia-----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Laporan --
tanggal 13-04-2007 (tigabelas April duaribu tujuh), --=--=-==----ccoeu----
nomor: W7-HT.01.04-4892, dan terakhir dirubah dengan Akta tanggal -
28-05-2007 (duapuluh delapan Mei duaribu tujuh), nomor: 17, dibuat--

dihadapan Notaris HENDRA KARYADI, Sarjana Hukum tersebut, yang ---
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telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --------
ternyata dalam Penerimaan Laporan tanggal 30-05-2007 (tigapuluh Mei
duaribu tujuh), nomor: W7-HT.01.04-7716; ~=-=--==---mmmeemomame o
-sedangkan susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----
perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 02-04-2007
(dua April duaribu tujuh) nomor: 1, yang dibuat dihadapan Notaris -----
HENDRA KARYADI, Sarjana Fukum tersebut, akta mana -- ---------------
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Kepala Kantor--------
Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 18-04-2007 --------------

(delapanbelas April duaribu tujuh) nomor: W7.HT.01.10.5261; ----------
-(untuk selanjutnya Perseroan Terbatas PT. BANK Tbk., tersebut
berikut segenap pengganti haknya yang sah -------=---comcmommomee

disebut "Pihak Kedua" atau "Penerima Fidusia").--------=~--mcomeeeee

-Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan

terlebih dahulu: == -=-mm oo oo e e

A,

Bahwa, di antara Pemberi Fidusia selaku pihak yang menerima faéilitas -—-
kredit berdasarkan perjanjian kredit yang akan diterangkan di bawah ini ----
(untuk selanjutnya cukup disebut "Debitur") dan Penerima Fidusia selaku --
pihak yang memberikan fasilitas kredit berdasarkan perjanjian kredit yang -
akan diterangkan di bawah ini (untuk selanjutnya cukup disebut-------------
"Kreditur”), telah dilangsungkan suatu perjanjian kredit, tertanggal hari ini,
nomor: 19, dibuat di hadapan saya, Notaris (berikur setiap dan segala ------
perubahan dan penambahannya akan disebut "Perjanjian Kredit") antara -
Pemberi Fidusia selaku Debitur dan Penerima Fidusia selaku Kreditur; -------
Bahwa, berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut, Kreditur telah setuju untuk
memberikan fasilitas pinjaman kepada Debitur berupa: --------==---cccoccnu-

Kredit Angsuran Berjangka (KAB) setinggi-tingginya sampai dengan ----
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jumlah pokok sebesar USD.14,500,000.- (empatbelas juta limaratus ribu
Dollar Amerika Serikat); -=-------==-=-=----mm e
2. Kredit Berjangka (KB) setinggi-tingginya sampai dengan jumiah pokok -
sebesar USD.4,000,000.- (empat juta Dollar Amerika Serikat) yang-----

terdiri dari: ----r === mmm oo e

(i) Fasilitas Kredit Modal Kerja setinggi-tingginya sampai dengan ------

jumlah sebesar USD.2,000,000.- (dua juta Dollar Amerika Serikat);

dan/atau----mmmmmm s

(ii) Fasilitas Bank Garansi setinggi-tingginya sampai dengan jumlah----

sebesar USD.2,000,000.- (dua juta Dollar Amerika Serikat); --------
-Berdasarkan hal tersebut di atas, para penghadap dengan senantiasa bertindak
dalam kedudukannya tersebut menerangkan bahwa untuk menjamin ------------
terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayarkan--
oleh Debitur kepada Kreditur, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya
lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan perjanjian-perjénjian -—-
jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit, termasuk Akta ini -----
("Kewajiban Yang Dijamin"), maka Pemberi Fidusia dengan ini mengalihkan--
hak kepemilikan secara fidusia kepada Penerima Fidusia, dan Penerima Fidusia-
dengan ini menerima pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan dari ------
Pemberi Fidusia, dengan nilai penjaminan sebesar USD.18,125,452.28-----------
(delapanbelas juta seratus duapuluh lima ribu empatratus limapuluh dua Dollar-
Amerika Serikat duapuluh delapan sen) yaitu atas obyek jaminan fidusia berupa:
-tagihan atau tuntutan atas klaim asuransi yang sekarang maupun ----------
dikemudian hari dimiliki oleh Pemberi Fidusia pada perusahaan asuransi ----
sehubungan dengan fasilitas pinjaman kepada Debitur, yang seluruhnya ----
bernilai sebesar USD.18,125,452.28 (delapanbelas juta seratus duapuluh ---
lima ribu empatratus limapuluh dua Dollar Amerika Serikat duapuluh--------

delapan sen), sebagaimana yang diuraikan dalam suatu daftar tersendiri----

tertanggal 17-04-2008 (tujuhbelas April duaribu delapan), dengan ----------
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bermeterai cukup dan ditandatangani oleh para pihak sebagai tanda --------
persetujuan mereka, dan dilekatkan pada minuta akta ini sebagai -----------
"Lampiran A", berikut dengan segenap perubahan dan penambahannya----

dikemudian hari; -=--====--=mmmm oo e

(untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan "Obyek Jaminan -

Fidusia").-------mmmmmmmmm oo e

-Selanjutnya para penghadap dengan senantiasa bertindak dalam kedudukannya
tersebut, menerangkan pengalihan hak kepemilikan secara fidusia atas Obyck
Jaminan Fidusia ("Jaminan Fidusia") ini diterima dan dilangsungkan dengan

persyaratan dan ketentuan sebagai berikut: ---------------c-ooooeoi

-Pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia terjadi sejak -----------
ditandatanganinya akta ini, sedangkan terhadap Obyek Jaminan Fidusia yang---
akar diperoleh Pemberi Fidusia di kemudian hari, kesepakatan untuk pengalihan
hak kepemilikannya dilakukan pada szat penandatanganan akta ini, namun
untuk nantinya berlaku seketika manakala Obyek Jaminan Fidusia telah dimiliki

oleh Pemberi Fidusia, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4

-Terhitung sejak beralihnya hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia dan ---
selama berlakunya perjanjian ini, Penerima Fidusia memberi wewenang kepada-
Pemberi Fidusia untuk melakukan penagihan atas Obyek Jaminan Fidusia untuk

kepentingan Penerima Fidusia, -==-=======-c-ocommomomo oo oo

-Selama berlakunya pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia ---
dan manakala dimintakan oleh Penerima Fidusia dalam hal terjadi Peristiwa-----
Cidera Janji (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), Pemberi Fidusia wajib ----
memberitahukan secara tertulis kepada debitur Pemberi Fidusia atau perusahaan
asuransi dimana Pemberi Fidusia mempunyai tagihan atau klaim asuransi

berdasarkan dokumen yang sah (untuk selanjutnya disebut "Debitur Pemberi
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Fidusia") dan minta agar mereka membayar hutang yang terkait dengan
piutang yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia tersebut ke dalam rexening
yang ditunjuk oleh Penerima Fidusia, yang akan diberitahukan kepada Pemberi
Fidusia (untuk selanjutnya disebut "Rekening Khusus");-----------------—-------
-Dengan tidak mengurangi kewajiban dari Pemberi Fidusia untuk menyampaikan
pemberitahuan sebagaimana tersebut di atas, Penerima Fidusia berhak untuk
dan sepanjang diperlukan telah pula diberi kuasa dengan hak substitusi oleh
Pemberi Fidusia untuk melakukan pemberitahuan kepada Debitur Pemberi
Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal ini atas beban dan biaya dari

Pemberi Fidusia. —-========mmmmmmmo oo oo oo oo oo

------------- - Pasal 3 -=-=-=memmmmm oo e e e
(1) Selama berlakunya Pemberian Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia berhak-----

untuk menerima dan menggunakan hasil penagihan Obyek Jaminan Fidusia

dengan ketentuan: -+ ==--=-==mmm s s oo

{a) Pemberi Fidusia harus meiijaga agar jumlah hasil penagihan Obyek-----

Jaminan Fidusia dan jumlah Obyek Jaminan Fidusia tidak akan kurang--
dari USD.18,125,452.28 (delapanbelas juta seratus duapuluh lima ribu-

empatratus limapuluh dua Dollar Amerika Serikat duapuluh delapan ----

-Dalam hal nilai tagihan Obyek Jaminan Fidusia mencapai nilai kurang -
dari jumlah minimum tersebut di atas, maka Pemberi Fidusia wajib -----
memberikan penambahan terhadap Obyek Jaminan Fidusia untuk-------
menutup kekurangan tersebut sebesar nilai fasilitas yana oustanding ---
berdasarkan Kewajiban Yang Dijamin; ----------==m-v-no---- L LR L
(b) hasil penagihan Obyek Jaminan Fidusia harus dimasukkan ke dalam ----
Rekening Khusus tersebut pada Pasal 2 tersebut di atas; -----------------

(c) penggunaan hasil penagihan Obyek Jaminan Fidusia harus sesuai-------

dengan rencana penggunaan dana (cash flow) yang telah disetujui------

bersama oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia sepanjang tidak ada
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peristiwa Cidera Janji yang sedang berlangsung. -=-=---==77"TTTTT T
(d) apabila barang atau obyek yang diasuransikan rusak, hilang atau -------
musnah sebagian, hasil tagihan atau tuntutan atas klaim asuransi yang
bersangkutan akan digunakan oleh pemberi Fidusia untuk menutup-----

biaya operasional atau penggantian barang atau obyek yang rusak, -----

hilang atau musnah sebagian tersebut sepanjang telah mendapatkan---

persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia dan tidak ada Peristiwa Cidera

| Janji yang sedang berlangsung. --------=--="-TTTTTTTTTTITTITTIIIIIITIT

\ (2) Dalam hal terjadinya Peristiwa Cidera Janji, hak Pemberi Fidusia untuk------
pinjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut berakhir dan untuk itu berlaku
ketentuan yang termaktub dalam Pasal 7 akta ini.-----------=77TTTTITIIIITIT

\ (3) Pemberi Fidusia wajib melakukan hal-hal di bawah ini:i---=--=--==77777777777""

(a) memberikan pemberitahuan kepada Penerima Fidusia dan/atau meminta
kepada agen asuransi dan perusahaan asuransi yang menyediakan

asuransi untuk segera memberitahukan Penerima Fidusia: ------=---=-"""

(i) jika suatu perusahaan asuransi membataikan, bermaksud----------"-
membatalkan atau memberikan pemberitahuan tentang pembatalan

ASUFBNSI; --n-mmmmmmmm=smmmmososemsITesoTITISoTIIIIIIIIIIIIIIIIIITIO
(ii) tentang maksud atau perubahan asuransi;----------==-TTTTTTTTITIIINT
(i) tentang suatu cidera janji dalam pembayaran premi atas asuransi--

atau diterimanya teguran sehubungan dengan keterlambatan-------

DEMbAYAFaN; ----nmn-snnn=sT"nTTIIITT T
‘ (iv) tentang suatu tindakan atau kelalaian atau tentang suatu peristiwa
yang diketahui agen atau perusahaan asuransi yang dapat--------"~

menyebabkan tidak sah atau membuat tidak dapat diberlakukannya

asuransi tersebut secara keseluruhan atau sebahagian;-----==-""""""

\ (v) untuk melakukan pembayaran yang berkaitan dengan asuransi-----

sesuai dengan ketentuan mengenai kerugian yang harus dibayar; --

(vi) untuk menahan semua polis, surat pengantar dan dokumen lainnya
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yang terkait yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan ----------

berkenaan dengan asuransi tersebut atas instruksi Penerima --------

FidUSIa; oo e

(b) dari waktu ke waktu segera setelah diterbitkan, menyerahkan kepada --

(©)

(d)

(e)

Penerima Fidusia seluruh kesepakatan atau dokumen yang berhubungan
dengan atau membuktikan asuransi dan klaim asuransi dalam bentuk
asli yang telah ditandatangani; ~-=-----~-=coaomee . ____
rnembayar seluruh premi dan jumlah 'ain yang jatuh tempo yang -------
berkaitan dengan Obyek Jaminan Fidusia (dan memberikan tanda terima
kepada Penerima Fidusia) dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia
semua polis, surat pengantar dan dokumen lain yang berkaitan dengan
Obyek Jaminan Fidusia; -=============-n oo
memperbaharui setiap dan/atau semua polis atau kontrak asuransi yang
ditutup atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut paling lama empat belas
(14) hari sebelum polis-polis atau kontrak-kontrak tersebut berakhir;
membayar kembali atas permintaan Penerima Fidusia setiap jumlah ----
yang telah dibayar oleh Penerima Fidusia kepada pihak yang menutup--
asuransi atas setiap salah satu dari Obyek Jaminan Fidusia dalam hal---
setiap premi atau jumlah lain yang sudah jatuh tempo yang tidak-------
dibayar oleh Pemberi Fidusia kepada pihak penutup asuransi berkenaan
dengan Obyek Fidusia, sekaligus dengan bunganya sejak tanggal -------
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran kembali berdasarkan -

tingkat buunga yang telah ditentukan olei Penerima Fidusia; -------------

Pemberi Fidusia tidak akan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari---------

Penerima Fidusia, setuju untuk melakukan pengurangan atau pembatasan--

materi dalam cakupan asuransi (termasuk yang dihasilkan dari perluasan)--

atau penambahan materi untuk pengurangan cakupan atau penambahan ---

materi untuk pengecualian-pengecualian cakupan dari atau terhadap--------

asuransi atau pelepasan setiap penanggung asuransi dari kewajibannya atau
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pengesampingan atau penghapusan atas setiap pelanggaran kewajiban

penanggung tersebut; -----=--smmem s

-Pemberi Fidusia wajib memberi laporan kepada Penerima Fidusia tentang-------
keadaan termasuk perubahan atas Obyek Jaminan Fidusia dengan disertai daftar
Obyek Jaminan Fidusia setiap triwulan, selambatnya tanggal 15 (limabelas) dari
bulan berikutnya setelah berakhirnya periode tersebut atau sewaktu-waktu bila
diminta oleh Penerima Fidusia, dalam format yang disetujui oleh Penerima
Fidusia, === oo mm oo e o e e e
-Daftar tersebut harus memuat alamat Debitur Pemberi Fidusia, jumlah dan-----
tanggal jatuh waktu tagihan, serta informasi yang diperlukan oleh Penerima ----
Fidusia.

-Tidak dimuatnya suatu tagihan dalam daftar tersebut, tidak akan mengurangi--
hak Penerima Fidusia atas tagihan tersebut, -=-=-==-== === me
-Penambahan tagihan dianggap sebagai pengganti tagihan yang telah - ----------

dilunaskan dan termasuk dalam pemberian fidusia yang dilakukan dengan akta -

-Pemberi Fidusia mengikat diri dan berjanji untuk dan atas permintaan pertama
dari Penerima Fidusia, menyerahkan kepada Penerima Fidusia semua surat, -----
dokumen dan keterangan yang merupakan kelengkapan dari Obyek Jaminan ----

Fidusia tersebut yang dianggap perlu untuk melakukan penagihan.-------=-------

-- -- Pasal 5 ------=mmmmm oo e
(1) Pemberi Fidusia menjamin Penerima Fidusia, bahwa Obyek Jaminan Fidusia
tersebut benar ada dan hanya Pemberi Fidusia yang berhak atasnya, bebas-
dari sitaan, tidak digadaikan atau diberikan sebagai jaminan dengan cara---
apapun juga dan mengenai segala sesuatu yang mempunyai hubungan -----
dengan Obyek Jaminan Fidusia itu, baik sekarang maupun dikemudian hari-
Penerima Fidusia tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari pihak lain

yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai---
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hak atas Obyek Jaminan Fidusia dan oleh karenanya Penerima Fidusia ------
dibebaskan oleh Pemberi Fidusia dari segala tuntutan apapun juga dari pihak
lain mengenai hal tersebut,---------------------o e
Pemberi Fidusia telah memperoleh wewenang semestinya guna ------~-------
melaksanakan dan menandatangani Akta ini sesuai dengan korporasi yang -
anggaran dasar Pemberi Fidusia, dan Pemberi Fidusia telah mengambil -----
segala langkah yang diperlukan berdasarkan anggaran dasarnya dan telah--
memperoleh semua persewujuan korporasi yang diperlukan untul----~-------
menandatangani, dan melaksanakan Akta ini, termasuk telah menerima ----
setian dan semua persetujuan dan atas pengecualian-pengecualian (waiver)
yang dibutuhkan sehubungan dengan setiap pembatasan-pembatasan ------
hukum atau kontraktual yang mengikat Pemberi Fidusia serta----------------
penandatanganan Akta ini oleh Pemberi Fidusia tidak bertentangan dengan-
ketentuan hukum yang berlaku dan terhadap segala perjanjian dimana -----
Pemberi Fidusia dan atau pihak affiliasinya menjadi pihak.---~----------------
Pemberi Fidusia tidak dalam proses pembubaran, likuidasi, pengampuan ----
dibawah kurator atau proses-proses semacamnya dan tidak ada rencana----
untuk pembubaran, likuidasi, pengampuan dibawah kurator atau proses ----
semacamnya yang sedang dibuat; ------=-=====-=c-cc-omoooe oo
Pemberi Fidusia menandatangani Akta ini berdasarkan itikad baik dan-------
pelaksanaan dan pemenuhan Akta ini adalah untuk kepentingan terbaiknya-
dan tujuan usahanya; -----==-=~- sm=mmmmmsec oo
Semua informasi dan Pernyataan dan Jaminan yang diberikan kepada-------
Penerima Fidusia adalah tepat,benar dan lengkap; -----=-----=----==-2o"cmo---
Kewajiban-kewajiban Pemberi Fidusia yang diatur dalam Akta ini adalah sah,
valid dan mempunyai kekuatan mengikat kepada/ terhadap Penerima -------
Fidusia, suatu jaminan yang mengikat sempurna dan mempunyai peringkat
dan prioritas sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit; --~------~------

semua dokumen, tulisan-tulisan dan dokumen tertulis lainya sehubungan---
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dengan Obyek Jaminan Fidusia, termasuk juga tanda tangan-tanda tangan -
pada dokumen tersebut adalah asli dan tidak ada fakta yang dapat----------

mempengaruhi Obyek Jamiman Fidusia atau keabsahan dari Obyek Jaminan

Fidusia berdasarkan AKta ini--------===msommmmm oo

---------------------------------- Pasal 6 ----------—---- -==- —-mm----

(2)

Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas Obyek ----
Jaminan Fidusia, juga tidak diperkenankan untuk membebankan atau-------
mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain.
Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur tidak memenuhi dengan -------
seksama salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan
dalam Perjanjian Kredit maupun perjanjian-perjanjian jaminan sebagaimana
diuraikan dalam Perjanjian Kredit (untuk selanjutnya disebut "Peristiwa
Cidera Janji"), maka lewatnya waktu yang ditentukan untuk memenuhi
kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya
pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia/Debitur dalam memenuhi
kewajibannya tersebut, karenanya dalam hal terjadi demikian, maka hak

Pemberi Fidusia untuk meminjam ganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut

menjadi berakhir, —-=-=--mmo oo oo e e

(1)

Pasal 7 --

Dalam hal terjadi Peristiwa Cidera Janji dan setelah dikeluarkannya----------

pernyataan cidera janji oleh Penerima Fidusia, maka atas kekuasaannya ----

sendiri Penerima Fidusia berhak: ----------oco o mm e
(1) untuk melakukan sendiri penagiban atas Obyek Jaminan Fidusia --------
tersebut, menerima uang hasil penagihan itu dengan memberikan tanda
penerimaannya, menyimpan hasil penagihan Obyek Jaminan Fidusia
tersebut ke dalam Rekening Khusus tersebut, selanjutnya mengambil
semua tindakan yang diperlukan untuk melakukan penagihan tersebut,

mengangkat kuasa atau pengacara, membayar dan menentukan

honorarium mereka, satu dan lain tanpa diharuskan memberitahukan
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atau minta persetujuan dari Pemberi Fidusia; ----~----oo .
untuk mengambil seluruh hasil penagihan Obyek Jaminan Fidusia yang-
ada pada Rekening Khusus untuk kemudian diperhitungkan dengan-----
seluruh keperfuan kewajiban Pemberi Fidusia sebagaimana diuraikan ---

dibawah ini; dan/atau -=----=-=--=-meeeooe

’ (iii) untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar titel ----------

eksekutorial, atau melalui pelelangan di muka umum, atau melalui -----
penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan ---
Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian--------
diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;--------------
-penjualan di bawah tangan dilaksanakan setelah lewat waktu 1 (satu)-
bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan/atau---------
Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ---------
diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian yang-----------

berperedaran luas di wilayah Republik Indonesia. ----=======cceccece__._

(iv) untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak -----------

menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta ---------
menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan,
menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan
untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya,
memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang
diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur
kepada Kreditur, akan tetapi dengan kewejiban bagi Penerima Fidusia
untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada
Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia
untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada
Pemberi Fidusia atau Debitur mengenai sisa uang harga penjualan itu
dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala

sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan
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Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang

dikecualikan. —======== == s o e e e e
-Segera setelah Penerima Fidusia menerima seluruh hasii penagihan atau---
penjualan atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut di atas, Penerima Fidusia ---
harus mempergunakan semua jumlah yang diterima dari hasil penagihan ---
Obyek Jaminan Fidusia setelah dikurangi dengan biaya penagihan, termasuk
honorarium wakil atau pengacara dan biaya lainnya, untuk pembayaran
kembali hutang Debitur kepada Kreditur termasuk bunga, provisi dan biaya
lainnya berdasarkan Perjanjian Kredit.---------=-=--mmemmmmmmmmcce e
-Apabila hasil penagihan atau penjualan Obyek Jaminan Fidusia tersebut ---
tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib oleh Debitur kepada
Kreditur berdasarkan Kewajiban Yang Dijamin, maka Debitur tetap terikat
untuk membayar lunas sisa hutang yang masih harus dibayar oleh Debitur
kepada Kreditur. Di sisi lain, apabila hasil penagihan atau penjualan Obyek
Jaminan Fidusia melebihi semua apa yang wajib dibayar oleh Debitui kepada
Kreditur berdasarkan Kewajiban Yang Dijamin, Kreditur akan-------------~---
mengembalikan sisanya tersebut kepada Pemberi Fidusia. ---------------~----
-Pemberi Fidusia berjanji untuk tidak dan dengan ini secara tegas --~--------
melepaskan hak-haknya guna melakukan sendiri hal-hal yang dimaksud ----
pada butir (i) diatas. -------------m e
Dalam melaksanakan hak untuk menjual atau mengalihkan atau hak lain----
menurut Akta ini, Penerima Fidusia tidak perlu membuktikan jumlah setiap -
Kewajiban Yang Dijamin yang jatuh tempo dan harus dibayarkan kepaca ---
Penerima Fidusia oleh Pemberi Fidusia. Untuk maksud penjualan atau-------
pengalihan tersebut, Penerima Fidusia berhak Untuk menetapkan jumlah ---
Kewajiban Yang Dijamin yang jatuh tempo dan harus dibayar oleh Pemberi -
Fidusia kepada Penerima Fidusia berdasarkan catatan administrasi dan------
pembukuan Penerima Fidusia, penetapan yang mana adalah tetap dan------

mengikat Pemberi Fidusia, kecuali terdapat kesalahan yang nyata dalam ----
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catatan administrasi pembukuan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia akan ---
memberikan bantuan sehubungan dengan, dan tidak akan dengan cara -----
apapun mengganggu penjuatlan atau pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh
Penerima Fidusia. ==-=--m=mmmmm oo e
(4) Untuk menghindari keragu-raguan, Penerima Fidusia tidak bertanggung -----
jawab terhadap setiap kerugian, baik yang terjadi di luar kemampuan -------
Penerima Fidusia atau dengan cara lain, yang timbul dari pelaksanaan hak--
dan wewenang oleh Penerima Fidusia, atau pihak yang ditunjuk Penerima --
Fidusia, berdasarkan Pasal ini, kecuali terbukti akibat kelalaian yang nyata,-
perbuatan yang dicengaja dan penipuan. -----==---=-ccm oo
(5) Jika, berdasarkan pertimbangan Penerima Fidusia, Penerima Fidusia dalam--
melaksanakan hak-haknya berdasarkan Akta ini perlu bertindak atas nama -
Pemberi Fidusia, Pemberi Fidusia dengan ini memberikan wewenang dan----
kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Penerima Fidusia atau -----------
wakii-wakilnya, guna mencapai maksud tersebut dan untuk mengerjakan ---
dan melakukan seluruh dan setiap tindakan yang perlu atau yang wajar-----
sehubungan dengan bagi pelaksanaan hak-hak dimaksud. Kuasa ini---------

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta ini, tanpa kuasa mana -

Akta ini tidak akan pernah dibuat dan ditandatangani oleh Penerima Fidusia.

- Pasal 8 e e L e LR L

-Pengalihan hak kepemilikan secara fidusia berdasarkan akta ini berlaku selama

Debitur belum memenuhi segala Kewajiban yang Dijamin. ---==-=-=-ccccoemeaao-o

-Pemberi Fidusia dengan ini berjanji untuk melakukan tindakan apapun yang ---
diperlukan untuk pendaftaran fidusia ini pada Kantor Pendaftaran Fidusia--------
sebagaimana yang mungkin disyaratkan oleh Undang-undang nomor: 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia ("Undang-undang Fidusia"), termasuk tetapi---
tidak terbatas untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan ---

| dalam akta ini, didalam hal perubahan atau penycsuaian tersebut diperlukan----
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dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang Fidusia.-------------=——-—--—-
-Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak subtitusi oleh
Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan -
dalam akta ini, dalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan------
dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang Fidusia.-------=-===-=---=---
-Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima Fidusia, yang -
menyatakan menerima kuasa dari Pemberi Fidusia untuk melaksanakan ---------
Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, untuk keperfuan tersebut menghadap di -
hadapan pejabat atau instansi yang berwenang (termasuk Kantor Pendaftaran --
Fidusia), memberikan keterangan, menandatangani surat/formulir, -------------- ‘
mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan fidusia tersebut dengan-----
melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta untuk mengajukan
permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data
vang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima --------
Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan, serta dokumen------
dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu membayar semua biaya dan---
menerima kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala
tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini.--
-Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari ----
Perjanjian Kredit, demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan
bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan dari akta ini tanpa adanya akta
ini dan kuasa tersebut, niscaya Perjanjian Kredit, demikian pula akta ini tidak
akan diterima dan dilangsungkan ciantara para pihak yang bersangkutan, oleh
karenanya akta ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama
berlakunya Perjanjian Kredit tersebut dan kuasa tersebut tidak akan batal atau
berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa,
termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. ------~---~cc=mcmmmommmc e

-- Pasal 10 ~~--~---mremcmmc e e e
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_Pemberian Jaminan Fidusia dilakukan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima---
Fidusia dengan syarat memutuskan, yaitu setelah Debitur melunasi seluruh -----
Kewajiban yang Dijamin kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Kiedit, maka --
hak milik atas Obyek Jaminan Fidusia dengan sendiri beralih kembali kepada----
pemberi Fidusia. Dalam hal tersebut di atas, Kreditur harus membuat pernyataan
hapusnya hutang Debitur dan surat yang berkenaan atas Obyek Jaminan Fidusia

yang ada pada Penerima Fidusia wajib diserahkan kembali kepada Pemberi

FiQUSI@. ~=mmnmmmmmmmmm-mmmmmmemSmmmmmssoSssSmssmosToSTooSTISTSTITITIERTIITIITTTIIO

_Akta ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia.
-Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak mengenai
akta ini yang tidak dapat diselesaikan di antara kedua belan pihak sendiri, maka
kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.-------=------""=="""
-Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari
Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia
berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut di hadapan
pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan

Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas Obyek

Jaminan Fidusia tersebut, ----=-==-======ss=somomssomosmsosmmomoToITTIEIEI T

Pemberi Fidusia dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat -
apapun akan memberikan ganti iugi (indemnity) dan melindungi Penerima------
Fidusia dari seluruh kerugian. tanggung jawab hukum, tuntutan, denda, ---------
kompensasi, ganti rugi, beban, gugatan, perkara, biaya pengadilan dan ---------
pengeluaran-pengeluaran wajar yang timbul dari atau sehubungan Akta ini.-----

Ganti rugi yang diatur disini merupakan kewajiban Pemberi Fidusia yang terpisah
dan berdiri sendiri, dan menimbulkan tindakan hukum yang terpisah dan berdiri

sendiri terhadapnya dan akan berlaku walaupun ada perpanjangan waktu atau
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-Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuaian akta ini---
maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini, demikian pula biaya ---
pendaftaran fidusia serta biaya-biaya lain yang timbul untuk melaksanakan -----

ketentuan Undang-undang Fidusia menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh -

Pemberi Fidusia. --~--mmmmm oo

-Akta ini diselesaikan pada pukul 15.10 WIB (fimabelas lewat sepuluh menit ----

Waktu Indonesia Barat). -===---=-=-==mmmmem e .

-Para penghadap saya, Notaris kenal. --------~-ccccmmommm

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal dan----

waktu seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: ----------

1. Nona , Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada -
tanggal 16-04-1985 (enambelas April seribu sembilanratus delapanpulun ---
lima), warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Pandeglang, Komplek -
BPI Blok F. nomor: 12, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 06, Kelurahan ----
Sukasari, Kecamatan Kaduhejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----------
nomor: 01.19.2004/000/00013833; -=---=======mmmmmmmm oo ciaion
-untuk sementara berada di Jakarta; dan-------=--=cccmmoomemm e
2. Nyonya , lahir di Jakarta, pada tanggal 25-05-1982 (duapuluh

lima Mei seribu sembilanratus delapanputuh dua), warga negara indoncsia, -
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Meruya Utara, Rukun Tetangga----

002, Rukun Warga 011, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, --

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5005.650582.2019; -----------
-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----========scmcceccec—nnz
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap -

dan saksi-saksi maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap,-----------

1| saksi-saksi dan saya, Notaris, -===-====-==ommmmmm e
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